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BABI OVERVIEW AKUNTANSI SKPD

A. DASARHUKUM AKUNTANSI SKPD BERBASIS AKRUAL

Perkembanganakuntansi berbasis akrual pada pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari
diterbitkannyapaket LhdangUndang (W) tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1uraR004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor
15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Skgagalengan reformasi
di bidang keuangan negara, daldmitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan
daerahjuga dilakikan perbaikan, yaitu dengaditerbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai
pengganti UU Nomor 22 Tahun 19%&nyang terakhir sudah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun
2014tentang Pemerintah Daeraldan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25
Tahun 199%entangPerimbangan Keuangamtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dengan reformasi tersebut maka peraturan pelaksanaan di bawah UU pun serentak mengalami
penyesuaian melalui perubahan atau revisi. Salah satu peraturan pelaksanagng pkamt paket UU
Keuangan Negara adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Khusus
di bidang keuangan daerah, PP Nomor 105 Tahun 2000, diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga depgeaturan yang lebih teknis, seperti
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Pemendagri Noh8rTahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagai perubahan pertama dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh.

Namun pada saat awalwal pebksanaan paket UU Keuangan Negara, belum semua amanat UU
dapat dijalankanMisal sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang
mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, PP Nomor 24
Tahun 2005, beim menetapkan basis akrual tersebut. Baru pada tahun 2010, ketika sudah siap,
pemerintah merilis PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai
penganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi yang ditetapkan pada PP 2£200thun
disebutkan menggunakan basis kas menuju basis akeash (toward accrual Sementara pada PP
Nomor 71 Tahun 2010 ditetapkan dengan tegas penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi
keuangan pemerintah, dan ditetapkan dilaksanakan paling lambaint2015.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah
(PUSAP) dan khusus pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negkti pelabina,
menerbitkan Permendagri Moor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Da&abara umum Permendagri 64 Tahun 2013
mengatur tentandebijakanAkuntansiPemerintahDaerah, IstemAkuntansiPemerintahDaerah,dan
Bagan Akun Standaferakhir Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang
mencabut daitmemperbaharuketentuantentang Bagan Akun Standar pada Lampiran Il Permendagri
Nomor 64 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di ata®cara ringkas, dasar hukum dari Akuntansi SKPD berbasi$ akrua
dapat dilihat padaGambarl.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akruapada Pemerintah Daerainengatur halhal sebagai
berikut:
a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unswmsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporar keuangan.
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b. Kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
1) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
2) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

c. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Gambarl Hubungan antar Peraturan terkait Akuntansi SKPD

Paket UU di Bidang KN
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Permendagri .
64/20139 Permendagri 90/2019
Sistem Akuntasi Kebijakan Akuntansi
Peraturan Kepala Peraturan Kepala
Daerah Daerah

Sumber:Diperbahari dari Budi Mulyang2014)

Dalam bagian Pendahuluan pada lampiran | Permendagri 64 Tahun 2013, yaihg teataduan
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daedidebutkan bahwa, memperhatikan sifatnya
yang strategis, penyusunan kebijakan akuntaharus menjadi perhatian semua pihak. Dalam
pembahasan kebijakan akuntansi tersebut, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih,
baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan
akuntansi yang dihasdk menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

Lebih lanjutbagianpendahuluanPermendagri 64 Tahun 2018 sebut menggambarkabahwa
praktek selama ini banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi
standar akuntansi pemerintahan. Praktek seperti ini menimbulkan inefisiensi karena adanya
pengulangan rédundancy antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan
akuntansi yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh karena itu Peraturan
Gukernur/Bupati/Walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil
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unsurunsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam piffiidran metode, baik dalam
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.
Sistematika lengkap daRanduan Peyusunan Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah
pada Permendagri 64 Tahun 20ddalahsebagai berikut:
A. Pendahuluan
B. Penyusunan Kebijakan Akuntansi
1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun
C. Penyajian Kebijaln Akuntansi Pelaporan Keuangidan Kebijakan Akuntansi Akun
1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
a. Pendahuluan
b. Tujuan Laporan Keuangan
c. Komponen Laporan Keuangan
d. Struktur dan Isi
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggataebih
3) Neraca
4) Laporan Operasional
5) Laporan Arus Kas
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Kebijakan Akuntansi Akun
a. Aset
8) Kas
9) Investasi Jangka Pendek
10) Piutang
11) Persediaan
12) Investasi Jangka Panjang
13) Aset Tetap
14) Aset Lainnya
b. Kewajiban
c. Ekuitas
d. PendapatasLRA
e. Belanja
f. Transfer
g. Pembiayaan
h. Pendapatani.O
i. Beban
j- Koreksi Kesalahan
Untuk mendalami lebih lanjut hddal sesuai sistematika di atas dapat merefer ke Permendagri Nomor
64 Tahun 2013 tersebut.

C. EKILASENTANGBAGAN AKUNTANSI STANDAR (BAS) PADA AKUNEANSA

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan idtiaisusyang digunakan dalam Permendagri Nomor
64 Tahun 2013yang juga digunakan dah Akuntansi Pemerintah Pusdilamun dalam istilah
pemerintah psat, BAS merupakan istilah umum, tidak hanya mengacu kepada klasifikasi rekening
secara ekonomis sebagaimana dalam Permendagri 64 Tahun 2013. Agar memiliki istilah umum juga,
dalam Permendagri 90 Tahun 20igtjlahBASkemudianR A 3| y 1 A Y S yigKodefikasicdant | & A 7
b 2 YSy | DddiistlzMIBAS dalam keuangan daerah tetap memiliki pengertian khusus, yaitu berarti
klasifikasi rekening secara ekonomis.
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Pada Pasal Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan baBA& merupakan pedoman

bagi pemerintahdaerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan
keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

BAS sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
Level 5 (lima) menunjukkarokie rincian obyek.

Jika melihat contoh pada Lampiran Il Permendagri tersebut tentang BAS, misal dii bagian awal
tercantum daftar berikut:

ASET
ASET LANCAR

arwNPE

1 Kas dan Setara Kas

1|01 Kas di Kas Daerah

1|01 01| Kas dlKas Daerah

1|02 Kas di Bendahara Penerimaan

RRR|RR|RPR
RRRR-

1]1]|02]| 01| Kas di Bendahara Penerimaan

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013, lima level &4&® ini
berisikan angka sebanyak 7 digit maksimtendiri dari level 1 sampa (kode akun, kode kelompok

dan kode jenis akun) berisi angka 1 digit, sementara level 4 sampai 5 (kode obyek dan kode rincian
obyek) berisi angka dua digit.

Level 1 dari BAS yaitode akun terdiri atas
Aset

Kewajiban

Ekuitas

PendapatarcLRA

Belanja

Transfer

Pembiayaan

PendapatarLO

Beban

Selanjutnya Pasal 3 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 temttasifikasi, Kodefikasian
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerafjelaskan bahw&lasifikasi,
Kodefikag dan Nomenklatur terdiri atas:

Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan;
Fungsi;

Organisasi;

Sumber Pendanaan;

Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan

rekening.

Jika dilihat dari pengertiannya, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaturrrdosaonpai degan 5
pada Permendagri 90 Tahun 2019 merupakan pengaturan tambahan dalam Permenddgn ini
setara dengan pengertian BAS dalam istilah keuangan pemerintah plasatn Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur nomor 6, yaitu rekening, merupakeomenklatur baru yang diperkenalkan yang

OO N WIN[F

ouhswNE
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pengertiannya sama dengan Bagan Akun Standar dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Ayat 7
dari Pasal 3 Permendagri 90 Tahun 2109 menjelaskan bahwa klasifikasi rekening lebih lanjut disusun
berdasarkan kode akunglompok, jenis, objek, rinciaobjek, dan sub rincian objek, meliputi aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatafaporan realisasianggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan
laporan operasional, dan bebanPengaturan rincian ini persis sama dengan rincian das BA
berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 yang tercantum pada Pasal 7 sebagaimana dijelaskan di atas.
Namun demikian terdapat perbedaan dalam pengaturan level 1 kode akun dalam BAS antara
Permendagri 64 Tahun 2013 dengeekening padaPermendagri Nomo 90 Tah 2019. Secara
lengkap digit pertama kode akun menurut Permendagri 90 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1 | Aset

Kewajiban

Ekuitas

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
Pendapatan DaerahO
Beban Daerah

N[OOI~ lWIN

Salah satu perbedm antara Permendagri 64 dengan 90 adalalam digit pertama kode akun
di atas. Sebagaimana dapat dilihat lebih lanjut, Permendagri 64 menggunakan 9 angka berbeda untuk
menunjukkan elemen akuntansi, Aset sampai dengan Beban, sementara Permendagri 90 hanya
membagi ke dalam 8 elemen akuntansi.

Juga dari sisi jumlah digit Permendagri 90 Tahun 2019 mengatur secara berbeda. Misal kita cuplik
bagian awal dari Lampiran Permendagri tersebut, pengaturan digit untuk rekening adalah sebagai
berikut.

Kode Akun
x c 8
(&]
S| 2| 2|3 |8d| £ UraianAkun
= o) ) o c o x =
< < | O |g0O| 0
~ 5
)
1 ASET
1 1 ASET LANCAR
1 1 01 Kas dan Setara Kas
1 1 01| 01 Kas di Kas Daerah
1 1 01| 01 01 Kas di Kas Daerah
1 1 01| 01 01 001 | Kas di Kas Daerah
1 1 01| 02 Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 01| 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 01| 02 01 001 | Kas di Bendahara Penerimaan

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 90 Tahun ROd®, rekening (BAS)
berisikan angka sebanyak 11 digit maksimuerditi dari level 1 sampai 2 (kode akun dan kode
kelompok) berisi angka 1 digit, level 3 sampai 5 (kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek) berisi
angka 2 digit, dan terakhir level 6 (kode sub Rincian Obyek) berisi angka 3 digit.

Pada referensi apldsi ini, klasifikasirekening (BAS)yang digunakan adalah berdasar
Permendagrii 64 Tahun 2013, karena aplikasi ini akengasumsikan pengguna@ata transaksi

6




MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

tahun 2019atau sebelumnya, sehinggaasih akan mengikuti ketentuan menurut Permendagri
Nomor 64 Proses Akuntansi dan BAS berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 telah
menerapkan basis akrual. Dengan berbasis akrual kodefikasi BAS telah membedakan antara akun
akun LRA untuk pembukuan basis kas dengan-akun LO untuk pembukuan basis akrudtuk
pembukuan basis kas, BAS menetapkan akun pendapatan LRA diawali dengan digit pertama BAS yaitu
angka 4, sementara untuk akun belanja diawali dengan digit pertama BAS yaitu angka 5. Sementara
untuk pembukuan basis akrual, BAS menetapkan akun pendap&atiawali dengan digit pertama
BAS yaitu angka 8, sementara untuk akun beban diawali dengan digit pertama BAS yaitu angka 9.
Atau diringkas ke dalam daftar sebagai berikut:

Pembukuan Berbasis Kas / LF Pembukuan Berbasis Akrual
Akun Pendapatan Kode Aku 4 Kode Akun 8
Akun Belanja / Beban Kode Akun 5 Kode Akun 9

D. SISTEM AKUNTANSATUAN KERFEMERINTAH DAERESKPD)

Sebelum membahas sistem akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu
dipahami dulu pengertian dari SKFEXPD merupakan arpemerintahan di lingkungan Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan.
Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan
laporan keuangan sebagai bentp&rtanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh
SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum
Daerah. IstilahKas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda.
Pengelola Kasda adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dengan demikian bertindak
sebagaBendahara Umum DaeraBD.

Dengan demikian, walaupun SKPD telah memilikug®n pelaksanaan anggaran (DR#ijan
kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Dagaikiatuk
setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yangdaerd&ad Daerah.
Pendapatan daerah adakalgndisetor langsung oleh pihak wajib bayar ke Kas Daeralpuagang
dibayarkan melalui bendahara penerimaan SKPD. SelanjutByagdahara Penerimaan akan
menyetorkan uang penerimaan daerah tersebut ke Kas Daerah. Sementara itu,pembilayaran
belanjaSKPD dapat dilakukan dengan dua cara; (1) pembayaran langsunigi{LEBYD kepadgihak
penerima pembayaran dan (2) melalBendaharaPengeluaran SKPdengan mekanisme uang
persediaan (UPWntuk lebih jelasnya hubungan antara SKPD dengan PPKD dapapdiiaGambar
2 berikut.

Gambar2 Hubungan antara SKPD dan PPKD

Hubungan Keuwangan antara PPED dan SKPD

fMenggurakon
SEPD
" akun RK- PPKD
PPED

Menggunakon
okurn K- PPED

%

SKPD »
e nggunakon
akun RK- SKPKD Menggunakan
PO " gkun RK- PPKD

SumberModul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (DJPK, tanpa tahun)
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Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan khumtara SKPD dengdPPKD (selaku
BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan keuangan artarbagai SKPD dan PPKD seBakD dapat
menyerupai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperladeltagai kantor
pusat, sementara itu SKPD diperlakukan sebagai kaabamg.

¢CNIyalrl1aA 1Sdzayary FyarN alFyd2N Lldzald REFEyYy (
SKPDKRI f 'Y | 1dzy awS|{SYyARYIO¥DNI FYBYIYBNDwX(dzZ tt VY5
Kdzo dzy 3y {Sdzt y3ly RSy3ly aSt deddinKofarySKBD (RKS NB & ® ézii
Dengan demikian, akun KD dan akun FBKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan
keuangan timbabalik (resiprokal) antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran).

Transaksi anggaran yang akan terjadidPD tergambar di dalebaftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA)SKPD yang bersangkutaBengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal
penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang
tindih (overlap pengangaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang
tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD.

Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kegam@PKD sehingga
anggaran pembiayaan tidak akenuncul di dalam DPA SKPD.

Struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan
i. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
ii. LainLain PAD yang Sah
b. Anggaran Belanja
i. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
ii. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD ilikenkewenangan untuk memunguPAD.
Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sebebgiara
SKPD tertetm memiliki kewenangan untuk memungut retribusi.

Lampiran Il dari Perrmendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berisikan Panduan Penyusunan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah. Dal@anduang tersebut dijelaskan tahapan untuk menyusun Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu
1. identifikasi prosedur
2. menentukan pihalpihak terkait
3. menentukan dokumen terkait
4. menentukan jurnal standar
5. menuangkan dalam langkah teknis

Untuk memberikan galmaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah dagpahduan
tersebut menguraikanlima tahapan di atas untuk berbagai jenis transaksi. Dijelabkdinsistem
akuntansiPPKDmaupun sistem akuntansi SKPD. Bagian berikut dari modul ini mencuplik panjela
dari Lampiran Il Permendagri tersebut untuk sistem akuntansi yang relevan, yaitu sistem akuntansi
SKPD. Dari 5 tahapan yang dijelaskan pada Lampiran Il tersebut, hanya tahapan keempat yang
dijelaskan di sini, yang merupakan tahapan paling pentingrdpl@ses akuntansi, yaitu menentukan
jurnal standar. Penjelasan transaksi dan penentuan jurnal standar pada SKPD adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Anggaran pada SKPD
Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah
daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam
rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

Berdasarkan dokumen Rédsanaan Anggaran SKPD (I3R®D), PRKYt 5 YSy OF G+ G a
t SYRILIGFyéd RA RSo0AG aSoSal N Gz2darft Fy33arNry LIS

G2aGrt Fy33a3rNry oStlryale {StAAAK Fydal NI rtagid3alr NI
t SNHz I KI'y {![ € RA RS 0-BKPD menibuabjurnalddbggai beyikuth RA | 4 |
Estimasi Pendapatan XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX
Apropriasi Belanja XXX

2. Akuntansi Pendapatan SKPD
Transaksi pendapatan SKPD merupagandapatan yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundamglangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah
dari BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila
pemungutan pajak ithkukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak
daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. llustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak
terpisah dariPPKD disajikan sebagai berikut
a) Pemungutan pajak dapat didahului demgpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun
penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan
pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah. SKPD
yang berwenang akan merstkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain
disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK
SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak
daerah setelah ithkukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut -BRRD mengakui
LISYRIFLI GlFY LFeSFr1 RSy3aAFy YSyOrdrd aYlFa RA .S
Pajak Daeratff h 0 aSadzZ A NAYOAlY zeba&berikitSN] FAG0¢é RSY

<,

Kas di Bendahara Pemmaan XXX
Pendapatan PajaRaerahLO XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran PRt 5 YSy OF GG a9aiA Yl &A t SNJ
Gt SYREFLI GFy [twl210]a SRd8NM MR Y OALY 206251 GSNJF A
Estimai Perubahan SAL XXX
Pendapatan Pajak DaerakhLRA XXX

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan
menggunakan Surat Tanda Setorg8TS). Berdasarkan STS tersebut-{PPK 5 Y Sy OF (I
tt Y5 60RA RISYy aYlFa RA . SYRFKIN} t SYSNAYLFIFYyE RA

RK PPKD XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX
t I RF F1KANI GF Kdzy GSNKFRFLI {Yt @ly3 0Sfdzy RAf
6asSadaz A NAYOALlY RIOY Sqt $6SmME LI ldi® (sttiad iRl bfalis NI K
GSNJFAGOE RA {NBRAG RSy3aAlFy 2dNYI Y
Piutang Pajak Daerah ... XXX
t SYRFLI GFY tiLel | XXX

RI

20

dzy




MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

b) Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui
ketika pembayarannya telah diterim@/ajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk
YSy 3l 1 dzA LISYRF LI GFy RSy3aAlLy YSyoOldalid daN | a R

Gt SYRIFILI Gy whaNdadagz 3 SNYROALFY 2062517 GSNJIFA
Kas di Bendahara Penerimaan XXX
t SYRFLI GFY wS4HOIR XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan reBRPISKPD mencatat
G9aGAYFaAaA tSNHzIFKFY {![ ¢ RA RIR ksésuaRingan abjekSy R |
GSN]lFAGOE RA {NBRAG RSy3ly 2daNyI Y

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Retribusi DaeradbRA XXX

Atas retribusi yang diterimdersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersefuY PPK Y Sy OF G I
tt Y56 RA RSOAG RFY aYFad RA . SYRFKFENI tSYySNRYI

RK PPKD XXX
Kasdi Bendahara Penerimaan XXX
t F R F{1KANI GFKdzy GSNKFRFLI {Yw @Fy3 o0Sfdzy RAfd
6aSadza A NAYOAlLY 2062S1 GSNJ I AG O (BesuaiRMsianolbjek Ry
GSNJIFAGUE Runall NBRAG RSy3aAly 2
t AdziF y3 wSOGONROGdzZAA 5 S xxx
t SYRFLI GFY wSdaUQR o dza XXX

3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
a) Belanja dan Beban Pegawai
(1) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran SKPéngerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan
uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut{PPK 5 Y Sy Ol G I G 2dz2Ny | f

[he RA RS6AG RIY aYlFa RA . SYRFKFNI tSy3stdzd NIy
Beban PegawdiO XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegaw§i,PPK5 Y Sy OF GG &. St |
RA RSO0AG RIY G9a0AYIF&A tSNHmBIFKFY {1 [¢ RA 1NBRA
Belanja Pegawai XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

(2) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS
Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS.

SP2D LS ini menjadi dasarbagi-PPKt 5 dzy G dzl YSyOl-fih#& ®RSSAlIGY Rtl§3 o
di kredit dengan jurnal:
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

Beban PegawailLO XXX
RK PPKD XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja pegawaiYPP& Y Sy Ol G I G a|.
t S3AFt 6l A¢ RA RSOAG RI gfkrediodengdnYuna:A t SNHzo F Ky { ! [ ¢
Belanja Pegawai XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potepgimgan. Berbagai
potongan atas Belanja Pegawai tidak dicatat olen8RRDkarena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi
PPKD.
(3) Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar
bagi PPK Yt 5 dzyidzl YSyOFdlrd avylra RA . SyRIFKFNME tSy
dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
RK PPKD XXX

b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa
(1) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan
menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban barang yang menggunakan uang persediaan
dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar b8#iHEPK
dzy Gidzl YSyOF Gl d a. SoFNR Y OMNE W 32 8RE FR NG S BRRBGEEN A&
t Sy3aStdza NIyé¢ RA {NBRAG RSy3Ily 2dzNYI Y

.Soly . FNYy3a RIEY W&l xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material,
PPKSKPDmenl G 0 &. Soly t SNESRALFIFIYE RA RSOAUO RFYy avl
jurnal:

Beban Persediaan XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanjf, PPK5 Y Sy Ol Barang a . St
Ry W&l 6a8addtA NAYOAlLY 206281 GSNJFAGOE RA RS

(2) Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan Mekanisme LS

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasatkan Beri
Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar®&BCPPK
dzy G dzl YSyOFrdFd a&a.Soly . FNry3a REFEY WHal oaSadz A
. FNXy3 REY WFHalFkXdpé RA {NBRAG RSy3IlLy 2dNyIlfY

Beban Barag dan Jasa ... XXX
Utang Belanja Barang dan Jasa ... XXX
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban barang tersebut.
Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban tersebu{ PPK 5 Y Sy Ol Gl G a! GFy3 . S
deoAG RFY awY ttY5¢é RA {NBRAG RSy3IlLy 2dNYI Y

Utang Belanja Barang ... XXX
RK PPKD XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanjg, PPK5  YSy OF G F G & . St
NAYOALY 202S1 GSNJIFTAGOY RA[RSBAGIRBRAGORGY Tl {A
Belanja ..... XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.

(3) Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D Gddindasam
bagi PPK Yt 5 dzyidzl YSyOFidld avylra RA . SYyRIFEKFENI tSy
dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
RK PPKD XXX

(4) Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih déainsat@nggaran

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun
anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daeratgs¥HXakan mencatat
G.Soly {Sél¢ dzyidzl YSyOlF Gl G o0S0o9A0 I KNdzyR A0 SaNdg]Shy

YSyOFraGraG aratryeél RA RSOAO RIFIY awyY ttY5¢ RA 1 NB
Beban Sewa XXX
Beban Sewa Dibayar di Muka XXX
RK PPKD XXX

¢) Pengembalian Beban

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode begalamempengaruhi posisi
kas, PPK Yt 5 YSyOFGFrd aYlFra RA . SyRFKEFENI tSy3Stdz NI
@ry3 GSNJFAGOE RA {NBRAG RSy3aAly 2daNylI Y

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Beban ... XXX
Sebagai transaksi untuk mgkoreksi realisasi anggaran, PPt 5 YSy OF G+ G &d9&adAy
{1 ¢ RA RSOAG RFY d.Sflyeal o0aSaddk i NAYOAIY 2062
Estimasi Perubahan SAL XXX
. Stlhyal X XXX

Kasus pengembalian beban juga dapat terjaaliig belanjabelanja yang terjadi di periode
sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini
harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

atau tidak beulang. Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulan§KPEK
YSyOldGFrd awyY ttY5¢é RA RSOAG RIFEY da.Soly oaSadz A

RK PPKD XXX
Beban ... XXX
Sebagai transaksi untuk mengkorek®alisasi anggaran, PRKYt 5 YSy Ol G+ G a9
t SNHzoF KFy {![é RA RSOoAG RIYy &.Stlyeal 6aSadd A NR
Estimasi Perubahan SAL XXX
Belanja ..... XXX

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidakllang, PP¥SKPD tidak melakukan pencatatan.
t SYyOFaGrdly RAfIF{dzlty 2tSK Cdzy3air ! {dzyadlyair tt VY5
YFra 51 SNIKE RA RSOA{ hRI RAGH SIBRALDE RISY 3N Iy A REaNY/ | £|Y

Kas di Kas Daerah XXX
Pendapata Lainnyd O XXX
{So6lF3FA GNryali{iaiar NBFftA&alFaA +Fy3I3IFNFrys Cdzy3air ![]o
RSO0AG RIFEYy dat Sl EF RAY [[NBREYIe IRSY 3l y 2dz2Ny Y
Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan LainnyBRA XXX

d. Akurtansi Aset SKPD
a) Pembelian Aset Tetap

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan
Barang, PREKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna
Anggaran. Berdasarkan Wiuknemorial aset tetap ini, PPKYt 5 YSy OF GF G a&a! aSid ¢ $4d
RFy a!dGFy3 .Stlyal a2RIf¢ RA {NBRAG RSy3Ily 2dzNWI

Aset Tetap ..... XXX
Utang Belanja Modal XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perasbatetap tersebut
mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK
{Yt5 F1Fy YSyOrdaGrd a!Gry3a .Stlyel a2RIfté¢ RA RS|0A

Utang Belanja Modal XXX
RK PPKD XXX
Sebagai transaksi realisasi anggaran,#PKt 5 2dz3l YSy Ol Gl 4 a. Stryel ag
RSoAd RIY G9AGAYFA&A tSNUHBIKEY {![¢ RA INBRAG R[S
Belanja Modal ..... XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

b) Penghapusan Aset Tetap

Pendnapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tuke@nukar, hibah, penyertaan
modal, pemusnahan atau karena seksdbab lainnya. Untuk penghapusan aset tetap karena
LISy adzk £ty &adzNL1J dzax ttY {Yt5 F{1ly YSyOlilseria dawyY
G{ dzNLX dza t Sy edztt -y hd aRbybAYyadh yOISNI LI o0aSadz A
perolehannya di kredit dengan jurnal:

RK PPKD XXX

Akumulasi Penyusutan XXX
Surplus Penjualan Aset Non Lanch® XXX
Aset tetap.... XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena pemusnahaSIRIPB mencatat penghapusan aset

tetap tersebut. Terhadap kejadian diatas, FPKt 5 YSy Ol G G &! 1 dzydz I &A t Sye@
Ry 458FAAAG RINRK YSIAhel HRA bERS/O AGLISNG ya Ac2!yal & [ ¢ Sty

jurnal:
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... XXX
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainny@  xxx
Aset Tetap ..... XXX

e. Akuntansi Kewajiban SKPD
Ketika SKPD melakukan suatungaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan
pelunasan belum dilakukan, PBKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi

(SNBESo0dzi RSy3Ily YSyOLdld 4. SolyoddsasSadd A NAYOA

kredit dengan jurnal:

Beban.... XXX
Utang Belanja XXX

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukasf, FRK5 Y Sy O Fd a! &
RA RSoOoAG RIFYy al!dGly3 . Stryelé RA {NBRAIU Réyary

Aset Tetap XXX

Utang Belanja XXX
Pada saat SKPD melakukan pembayaran, mak§ PPK 5 Y Sy OF G G a! Gt )/EI .St
RA . SYRIFIKIFN} tSy3aStdza Nryé o6dzyildzl {(Fadza oStlye
belanja dengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja XXX

Kas di Bendahara Pengeluar XXX

Atau jurnal tersebut dilakjukan dengan mengkrediy t t Y5¢é oOdzyidzl {F adza oS¢t |

LS) dengan jurnal

Utang Belanja XXX
RK PPKD XXX

14

Y
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f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatanSRPR akan membuat bukti
memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah
diotorisasi, PP¥SKPD langsung membuat pertidan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal,
transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas
kesalahan tersebut, PRKYt 5 YSy OF GFd &a. Soly WI &l

¢StSLRYyE RA RSoOAG RIFEY nganfmmd:y WFal fA&GNRT €
Beban Jasa Telepon XXX
Beban Jasa Listrik XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran,PRKt 5 YSy OF GF G a&. Sttryal (St SL]
fAAUNRT1E RA {NBRAG RSy3aly 2daNyI Y

Belanja telepon XXX
Belanja listrik XXX

b) Pengakuan persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode
periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan
stock opname setiap akhir periode untuk mengeatesisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita
acara stock opname, PRKYt 5 YSy OF G+ G &t SNASRAIFyoddd 6&SEdz A
Ry WFal 6a8o0Sal N LSNESRAFIY @&ly3a IRl RA F{1KAN

Persediaan ... XXX
Beban Barang dan Jasa XXX

¢) Jurnal penyusutan

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK
SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna
Anggaranuntuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimilikiSHRPB

YSyOraGraG &a.Soly tSyeéedzdzil yddodeé RA RSOAGD RIEYy a!
Beban Penyusutan ... XXX
Akumulasi Penyusutan XXX

d) PenyesuaiaBeban Jasa Dibayar di Muka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa untuk beberapa tahun
seperti pembayaran sewa, Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun
untuk menyesuaikan beban tersebut. Pada akhirutalberikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian
Sewa, PPEKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna
Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPKt 5 1 +ty YSyOlF Gl d a. Soly
G.Soly WAl RAOEL®RigMIjuRA:Ydz] I € RA | NBRA

Beban Sewa XXX
Beban Jasa dibayar dimuka XXX
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MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

g. Jurnal, Buku Bes&teraca SalddanLaporan Keuanga®KPD

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan
transaksi hingga penyusunan loapn Keuangan. Transakeinsaksi tersebut dicatat oleh PFKPD
sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku judiahjutkan dibukukan ke buku besar,
direkap dalam Neraca Saldo dan dilaporkan dalam laporan keuabgdam buku ini, penjurnalan,
pembukuan ke dalam buku besarekap ke dalam Neraca Saldo dan penyusunan ke dalam laporan
keuangan dilakukan secara otomatis dengan bantuan Aplikasi Akuntansi SKPD berbasis Microsoft
Access.
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BABII PERSIAPADAN SETTINGPLIKASI

A. INSTALL APLIKASI

Aplikasi Akuntansi SKPD ini merupakan aplikasi untuk kepentingan pembelajaran mata kuliah
Akuntansi Pemerintalserta Ujian Sertifikasi Akuntansi Pemerintah (USAR)susnya pada topik
Akuntansi Pemerintah DaeralKarena KuntansiPemerintah Daerah terdiri dariAkuntansi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) #é&uantansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PRiska
pembuatan aplikasekuntansi pemerintah daerah idealny@isa ditujukan untuk dua keperluan
akuntansitersebut. Aplikasi yang disusun ini, sementarasihditujukan untuk akuntanssKPBaja
Penyusunan aplikasi memprioritaskan akuntansi SKPD kdegaajumlah penggunaan dajmlah
pihak yang terlibatakuntasi SKPI2bih banyakdigunakan dan melibatkan lebih banyak pegawai
daripada akuntansi PPKD.

AplikasiAkuntansi SKPD idikembangkan dengasoftware pemrograman databaddicrosoft
Access Aplikasi bisalangsungdijalankan padapersonal computer(PC)yang memiliki program
Microsoft Accesdintuk PGrangbelum ada Microsoft Accessya, makaristalasi aplikasi nanti akan
mengarahkan pengguna untuk mendownlaathtime dari Micorosft Access. Instalasi aplikasi sendiri
dapat diperoleh diink bit.ly/InstalleiAkuntansiSKPL[Secara berkala pada link tersebut nantinya akan
disampaikan update dari aplikasi tersebut, jika ada.

Secara default aplikasi akan diinstal pada folder yang akan secara khusus dibuatkan, yaitu pada
folder CiAplikasi Akuntansi SKPD 1.0. Sdtaliinsta) pada folder tersebut akan terdapat beberapa
file, sebagaimana dapat dilihat pada GamBar

Gambar3 File-File yang akan Terinstal pada Folder Aplikasi Akuntansi SKPD

© = T 0 v Computer » Local Disk (C:) » Aplikasi Akuntansi SKPD 1.0 »
4, Local Disk (C:) A [ Mame ‘
SAV_ASW ,
- e Bi J UninstData
eCyCle.nin
4 EAbacus.im
[Srnad-Cage]

o Aplikasi Akuntansi SKPDLaccde

) AccessDatafnalysis a
[Y PenghubungBackup.accde

J Accountingl?
J 71 sseexec.dat

7| S5EInternetUpdater.exe
| | S5ELastinstallLog.bd
£ SSEun.dat
t.?:' Uninstall-AplikasifkuntansiSKPD.exe

/ androsa

» . Aplikasi Akuntansi SKPD 1.0
J Aplikasi Akuntansi UKM Tipe A 1.0
) AplikasiSAS2013

autorun.inf

Sebenarnya masih terdapat satu file yang dipetuluntuk melaksanakan ujian sertfikasi, untuk
memudahkan penilaian secara otomatiajtu hasil pekerjaan dari aplikasi ini diekspor pada suatu file
Excel. File Excel template harus sudah terdapat pada folder tersebut. File excel tersebut bisa
didownload kersama installer aplikasi pada folder download yang sama dan nanti bisa ditempatkan
(dicopy paste) pada folder\@plikasi Akuntansi SKPD 1.0 Mama fiie Excel ini adal@Aplikasi SKPD
Excel.xIsré. Saat dibuka, pilihan enable macymang muncul setelalmembuka file excel tersebut
harus diset OK.
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B. MEMBUKA PERTAMXPLIKASI

Pada umumnya setelah suatplé&kasi dibukapertama kali akantampil layar input user dan

password. Untuk aplikasi ini, karena pertimbangan kesederhanaan, sementara belum dilengkapi
dengan fasilitasuser namedan password jadi aplikasi bisa langsung digunakan setelah dibuka.
Selanjutnya, etelah aplikasi dibuka akan tampidreenshoosebaganana padasambard berikut

Gambar4 Menu Screenshoot Aplikasi

Klik pada icon aplikasi di kotak tengah bagian bawah kiri, maka akan terbuka menu aplikasi

sebagainana dapat dilihat pad&ambars.

Gambars Layar Menu Aplikasi

LIHAT KODE AKUN BASIS AKRUAL

[ st o o s v
. LIHAT EQDE AKLIN BAS1S AKRLIAL
. LIHAT KOOE AKLIN BASIS KAS (LRA)
. BNELIT D1AN REVEW NAMA PROGRAM
[ e woce T ussn

I e e pasis meua
. PREVIEW LAPKEL BASIS KAS

.sa.ssumnm

Urutan menu pada layar switchboard ini akan menjadi dgsemjelasandalam panduan

penggunaan aplikagbada modul ini selanjutnya Untuk memudahkan, penyebutan menu bisa
dinyatakan dalam urutan menu, sehinggglengkapnya penyebutanenuadalahsebagai berikut:

1.

o0k wN

Menu kesatuberarti menuMengisi Data SKPD daemda

Menu keduaberartimenuLihat Kode Akun Basis Akrual

Menu ketigaberartu menuLihat Kode Akun Basis Kas (LRA)
Menu keempatberartu menulnput dan Review Nama Program
Menu kelimaberartu menuPilih Mode Input Jurnal

Menu keenamberartu menuPreview Lapkeu Basis Akrba
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7. Menuketujuh berartu menuPreview Lapkeu Basis Kas
8. Menukedelapanberartu menuSelesai dan Keluar

C. MENGISI DATA SKPD DAN PEMDA

Sesuai menu yang tercantum maka, sebelum aplikasi dapat dijalankan, terdapat beberapa data
yang harus diset (dimasukkan). &akatu data yang harus diisi pertama adati@ta Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPBplikasi ini diharapkan ke depannya akipat dimasukkatebih dari satu
SKPD sehinggabisa memasukkan sebanyak jumlé®KPD yang addalam satu Pemda. Namun
sementan hanya akan digunakan untsiatu SKPBaja

Untuk pengerjaan di Ujian Sertifikasi, Anda akan diminta memasukkan Nama SKPD sesuai NPM
Andaatau kode unik lainnydDengan nama SKPD sesuai NPM Anda, maka catatan transaksi Anda akan
unik untuk SKPBnda sajaMeskipun data transaksi sama, tapi hasil pengerjaan tidak dapat saling
dipertukarkan antara satu SKPD berbasis NPM dengan SKPD yabgtiBKPD sejak awal menjadi
kunci pembeda antara satu SKPD dengan SKPD yang lain.

Data SKPD dapat #iges dengan megklik menu aplifisi pertama, yaitiengisi Kode Data SKPD
dan Pemda Pada buku panduan ini kita akan sekalian menjelaskan penyelesaian suatu kasus
akuntansi suatu SKPD. Silakan pembaca mulai mengikuti apa yang dijelaskan dan diujicoba/
dipraktekkan padaplikasi yang telah diinstall sebelumnya di PC atau laptop Pembaca. Kasus ini akan
menggunakan SKPD yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Nomor SKPD vyaitu 12345.
Tampilan form untuk mengisidata SKPRQiengan isian SKPD contoh kasus yang dibadath
sebagaimana pada Gamb@r

Gambar6 Mengisi Data SKPD

D. MENGSKPLOREFERENBAGAN AKUNTANSI STANDAR (BAS)

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab |, subb&ekilds ¢éntang Bagan Akuntansi Standar
pada Akuntansi Pemerintah Dad), gplikasi ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan daftar akun
atau bagan akun standar (BAS) sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahuduz@l3elah
disebutkan bahwdroses Akuntansi dan BAS berdasafRarmendagri Nomor 64 tahun 20i@&ah
menerapka basis akrualDengan berbasiakrual kodefikasi BAS telah membedakan antara akun
akun LRA untuk pembukuan basis kas dengan-akun LO untuk pembukuan basis akri&gdcara
ringkas, untuk pembukuan basis kas, BAS menetapkan akun pendadgtaiiawali dergan digit
pertama BAS yaitu angka 4, sementara untuk akun belanja diawali dengan digit pertama BAS vyaitu
angka 5. Sementara untuk pembukuan basis akrual, BAS menetapkan akun pendapatan LO diawali
dengan digit pertama BAS yaitu angkaementara untuk akubebandiawali dengan digit pertama
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BAS yaitu angk®, selain menjurnal untuk akun asset dengan digit pertama kode akun yaitu dengan
angka 1, kewajiban dengan angka 2 dan ekuitas dengan angka 3.

Diperlukan kehathatian dalam menerapkan BAfituk akuntans berbass akrual Terdapat
banyak transaksi yang dicatat pada akun yang tidak sinkron untuk keperluan pencatatan basis kas
dengan basis akruafontohtransaksi belanja modal dicatat sebagai belanja mddkm pembukuan
berbasis kas (LRAgementara dak®m pembukuarbasisakrual dicatat sebaggerolehanAset Tetap
Selain itu perlu dicermati juga belanja barang tertentu, yang merupakan persediaangdgiamg
pembukuan basis kas dicatat sebagai belanja barang, dalam pembukuan berbasi akrual, akan dicatat
sebagai Persediaalfjjika dicatat dengan pendekatan aseNleskipun nantinya saat persediaan
diketahui habis digunakamaka akun Persediaakan dipindahkamenjadiakunBebanBarang yang
sesuaiBisa dilihat kembali pembahasan jurnal standar pada Babla®uD.

Berikut mapping antara AkurAkun LR dengan pasangannya AkAkun Akrual pada BAS
Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarrmendagri Nomor 64 Tahun 2018erta sekilas
perbandingan dengan BAS Akuntansi Pemerintah FBasapai tingkat dua digit

Berdasar BAS Permendagri 64

BAS Akuntansi Pempus

AkunAkun LRA (Pembukuan Basis Kas) Akun-Akun Pembukuan Basis Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Kode Nama Akun
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PATA 81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (RAD)
42 PENDAPATANARSFERLRA 82 PENDAPATAN TRANSEER
43 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH Y4 83 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH Y
SAH; LRA SAH; LO

84 | SURPLUS NON OPERASIONAL

85 PENDAPATAN LUAR BIASA

51 BELANJA OPERASI 91 BEBAN OPERASD 51 Bdanja Pegawai
52 BELANJA MODAL 92 BEBAN TRANSFER 52 Belanja Barang
53 BELANJA TAK TERDUGA 93 DEFISIT NON OPERASIONAL 53 Belanja Modal

94 | BEBAN LUAR BIASA

Sebagaimana dapat dilihat padmapping di atas, juga diperlukan kehdiatian saat
menggunaka BAS, karena terdapat perbedaan kode BAS antara akuntansi pemerintah pusat dengan
akuntansi pemerintah daerahPerbedaartersebut terdapat pada level jenis akun, atau level kedua
BAS yaitu khususnyauntuk belanja modalAkun Belanja Modal imhenggunaka BAS digit 1 dan 2,
yaitu 52, pada akuntansi Pemdaerdasar Permendagri 64 Tahun 20Fadahal pada akuntansi
pemerintah pusatkun Belanja Modahemiliki kode BAS 5®erbedaan tersebut menyebabkan, kita
harus selalu cermat dalam memilih akun yang tegait menjurnal transaksi antara jurnal untuk
pembukuan basis kas serta jurmgdtuk pembukuan basis akrual.

Untuk kode dua digit belanja 51 dan p&rlu dibuatpenjabaran lebih lanjuberupamapping
akunakun untuk tingkatakunsampai3 digit, untuk menglaskan adanyperbedaardalammenjurnal
satu transaksi yang sama. Perbedaan penjurnatas transaksi yang berpengaruh atas suatu akun,
ke dalamjurnal untukbuku besar kaslan jurnal untukbuku besar akrualdapat dilihat contohnya
pada daftar berikut ntuk mappinguntuk tingkat akun sampai 4 digit, karena akan terlalu banyak,
dapat dieksplor sendiri pada apikasi SKPD).

Akun -Akun LRA (Pembukuan Basis Kas) Akun -Akun Pembukuan Basis Akrual
Kode | Nama Akun Kode | Nama Akun
511 Belanja Pegawai 911 Beban Pegawai 0 LO
512 Belanja Barang dan Jasa 912 Beban Barang dan Jasa
513 Belanja Bunga 913 Beban Bunga
514 Belanja Subsidi 914 Beban Subsidi
515 Belanja Hibah 915 Beban Hibah
516 Belanja Bantuan Sosial 916 Beban Bantuan Sosial
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Akun -Akun LRA (Pembukuan Basis Kas) Akun -Akun Pembukuan Basis Akrual
917 Beban Penyusutan dan Amortisasi
918 Beban Penyisihan Piutang
919 Beban Lain -lain
I

521 Belanja Modal Tanah 131 Tanah

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132 Peralatan dan Mesin

523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133 Gedung dan Bangunan

524 Belanja Moda | Jalan, Irigasi dan Jaringan 134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 135 Aset Tetap Lainnya
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan
137 Akumulasi Penyusutan

531 Belanja Tak Terduga

611 Transfer Bagi Hasil Pajak Daer ah 921 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 922 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 923 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya Daerah Lainnya

622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 924 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 925 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

624 Transfer Dana Otonomi Khusus 926 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
931 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
932 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
933 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
941 Beban Luar Biasa

E. MEREVIEW AKUAKUN UNTUK PEMBUKUAN BERBASIS AKRUAL
Untuk mereview akuakun yang ada pada aplikasi ini, klik pada menu kedbat Kode dan

Nama Akun Basis Akrualuntuk pembukuan berbasiskrual. Nanti akan terbuka tampilan

sebagainana dapat diliihat pada gambd@r Pada tampilan tersebut kita melihat terdapat tiga panel

dengan kodBAS masingasing. Panel pertama paling atas, menunjukkan kode jenis akun, satu jenis

akun untuk satu tampilan. Kita bisa berpindaindah antar satu kode jenis akun dengan jenis akun
yang lain dengan mengklik tombol navigasi langsung di bawah panetiatdg panah ke kanan untuk
melihat kode jenis akun berikutnya setelah jenis akun yang tampil. Misal pada tampilan Gambar
Kode Jenis Akun yang aktif adalah 11 Aset Lancar. Dengan klik panah kanan, akan tarjgilkode

akun 12, yaitu Aset Tetap.

Ganbar 7 Mereview Kode Akun Basis Akrual

Kode Akun Buku Akrua

M 4 F M

rint DaFie Gode &

.ﬂ. Wlik di pansh inl urtuk berpindah shun kode dus digs, baik ke

dupan win i e belskang; staw e akon pertems stau shun wrakhir

Fanel ind merampllken ibun tigs digst dart &bun dus digit yeng depilib
pada panal di stainys -

Untuk mesdihat lnl dboum 3 digin darl rosing-maning Alun siga digin ing
klib pada tembick navigasl penah ke depan, belabang, pertama siay
vmrm ke

Panal imi mhan manunjukias Sken 5 dight den Akun 4 digin
yuryg digilih pads parwl kndun

K
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F. MEREVIEW KODE DAN NAMA AKUN PEMBUKUAN BERBASIS KAS

Untuk mereview akwakun pembukuan berbasis kas pada aplikasi ini, klik pada menu ketiga
Lihat Kode dan Nama Akun Basis Kas (L&)anjutya akan terbuka tampilan sebagaimana dapat
pada gamba8. Pada panel kedua tampilan tersebut ditunjuk Akun 512 yaitu Belanja Barang dan Jasa.
Akunakun rincian apa saja dalam kode akun 5 digit yang ada di bawah kode akun 512 bisa dilihat di
panel ketiga. Wtuk kesederhanaan dan karena untuk tujuan pembelajaran, aplikasi hanya
menunjukkan rincian sampai kode akun 5 digit, kecuali Belanja Gaji sampai 7 digit.

Gambar8 Mereview Kode Akun Basis Kas

Kode Akun LRA (Buku Basis Kas)

Kode Akun Dua Digit
Balanjia Ciparasi
H A r H Print Daflar Kode Akur
Kode Akun Tigs Digi

Is11 Balanja Pegawai

_F“ fekan s Barang dan lasa
g 513 Befanja Bunga

| =4 Belanja Subsidi

[ 518 Belanja Hibak

[ =1 Baolan)a Bantuan Sosial

H o4 F H
Kade akun Lengkap
Hodelku - ramatkian
51301 Balanja Bahan Pakal Habis
51207 Balanja Bahan/f\aterial
SL03 Balanda lasa Kantor
5104 B=lanja Premil Asurans
51305 Balanda Perawstan Eandaraan Bermator
31206 Belanja Cetak dan Penggandaan
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BABIII REVIEW DAN PENGGUNAANIKRSI BERDASARKAN KASUS HIPOTETIS

A. MEREVIEW HASIL PENGGUNAAN APLIKASI UNTUK KASUS HIPOTETIS

Pada bagian ini kita akan mempros@sushipotesis menggunakan aplikasi akuntansi SKPD ini.
Sebelumnya akan dijelaskan kasus hipotetisebutyaitu data keuanga dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten XXX. Sebelum melakukan seluruh pemrosesan sesuai data
hipotetis tersebut, hasil akhir darelsiruh pemrosesan akan kita revigerlebih datulu di sini.

Aplikasi Akuntansi SKPD yang sudahsthl sudah berisi data hasil pemrosesan atas kasus
hipotetis ini. Dengan menyertakan hasil yang telah seleddiarapkan upayamempelajari
penggunaan aplikasi ini dapat dilakukan dengan lebih sistemdpiaya tersebutlilakukan dengan
dualangkah pertama mereview secara keseluruh@asil proses inputlalu selanjutnyamelakukan
penginputanjurnal transakskembalike dalam aplikasiecara satu persatdari awal

Bagaimana membuka aplikasi pertama kali telah dijelaskan pada Bhisdllihat kembali
Gambar 7, 8 dan )@ &l AlGdz RAfF {dzl 'y RSy 3l Aplikasi SAKuRtANGI A | LJ:
SKPD.accde LJ- R F2f RSNJ K N\Aplikdsi Akugitansi SKPD ESktelah diiksiaddap@tA /Y
dilihat bahwaaplikasi telah memiliki isi hasil penjurnalan risaksi,yaitu dengan mengklik menu
keenamdan keujuh, yaitu laporan basis akrual dan basis kas. Semua laporan telah berisi data, yang
merupakan hasil akhir dari pemrosesan trans#itaisaksi sesuai kasus hipotetis yang akan dijelaskan
pada Bab ini.

Setehh review atas laporataporan dilakukan, berikutnya adalah bagaimana kita mencoba
memproses menjurnal sendiri transaksansaksi pada kasus hipotetis ini. Untuk itu kita perlu
mengosongkansemua data yang telah masuk ke dalam aplikadiebih dahuly yatu dengan
mengakses menu kena Pilih Menu Input Jurnadan memilih submentdapus Data Anggaran dan
Jurnal Namun di lain pihak kita tetap perlu meikilakses terhadap aplikasi yang sudah berisi data
lengkap ini Untuk itu, sebelum menghapugkita lakuka backup atas data yang telah memiliki
transaksiengkap ini. Proses backup dilakukan dengan mengklik menu keiiim&lenu Input Jurnal
dan memilih submenBuka Form BackuprampilanForm Backumdalah sebagaiana dapat dilihat
pada Gambar berikut.

Gambar 9 Form Back Up

"

Banformbsmn " ﬁ

Setelah tombol Buka Form Backup diklik, aplikasi akan membuka form pada aplikasi
penghubung yaitiPenghubungBackup.accd8entuk form hampir sama dengan form pada Gambar
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13 di atas. Seharusnya dengan membdktabase PenghubungBackup ini, aplikasi Akuntansi SKPD
awalotomatis tertutup. Jika belum tertutup, bisa ditutup secara man8alanjutnya kk pada tombol
Backup Database, akan mundampilan dialoguntuk memastikan apakah kita akan melakukan
backup. Kk OK, lalu backup pun akan dilakukan. Hasilnya dapat dilihat pada foldgslikasi
Akuntansi SKPD 1.8kanterdapat file database baru yaitu file dengan nama sama diberi tambahan
1 I (ohckug di belakangya, yaitumenjadidAplikasi Akuntansi SKPgBadup.accde¢ Selanjutnya
setiap kali ingin mengecek pemrosesan yang telah dilakukealatas kasus hipotetigi, maka kita
dapatY St A KIF Gy &l LJ- RAplikad AKuiansk SKiPD Backdpaccoe  AlikaAbackup
diinginkanterbentukbeberapa verskita bisa melakukan rename pada file backup yang sudah dibuat,
misal diberi identifikasi tanggal backuplu membuat backup yang baru

Setelah melakukan backup, tahapan berikutnya adalah bagaimana mengosongkan transaksi
yang ada. Kembali buka aplikagimudian klik menu kelima kembali, dan klik pada submeétapus
Data Anggaran atau Jurngbelanjutnya akan tampil form Hapus Data sebagaimapatdlilihat pada
Gambar D.

Gambarl0 Form Hapus Data Transaksi/ Anggaran

Yakin akan menghapus data Transaks| 237

Eppsm herm| Tranasiss i)

Hagme e Transsisd Ko

Haptai Chalin Ayl el s

etk i dumd | Trd Freal s i paidd dae
Kis

W Dt s Prngram

Pilihan peghapusan pada form di atas ada 3 level, yaitu sebagai berikut:

1. Pilihan menghapus hanya jurnal Transkasi Akrual saja atau Transaksi Kas saja. Pilihan ini misalnya
ketika kita ingin mengubah hanya salah satu proses input jurnal saja, yaitu baik jurredlsaau
atau jurnal LRA saja.

2. Pilihan Hapus Data Anggaran. Ini jika kita mengalami kesalahan dalam menginput data anggarn.

3. Pilihan Hapus Semua Jurnal baik Transaksi Akrual, Kas, maupun anggaran.

Sebelum menghapus, pastikan sudah melakukan backup. Selaintuk kepentingan ujian
sertifikasi, Anda perlu juga melakukan proses pengambilan dtta backup versi kedua, yaitu
YSy2a2F RA RFGF RFE Y ¥F2 N)Aplikask SKPD\Ekdel xIdn¥lekaaked fardpil Y £ A |
form impor sebagaimana dapat ditit pada Gambar 1L berikut. Dengan klik tombol Impor, akan
muncul pilihan mengimpor 5 tabel dari Aplikasi Akuntansi SKPD menjadi mengisi worksheet yang
sesuailayar submenu pilihan mengimpor data adalah sebagaimana dapat dilihat pada Ga&nbar 1
Bisa Anda&ek, posisi awal data worksheet pada file excelyiaitu pada worksheet Anggaran, Header
Akrual, dan seterusnya}jdak berisi apeapa, selain nama worksheet saja. Dengan klik impor
HeaderAkr, maka sheet Head&rfakan otomatis terisi. Demikian juga demgworksheetworksheet
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lain akanterisi data backup dari database, setelah tombol pilihan diklitntoh tampilan Worksheet

setelah terisi data dari aplikasi SKPD adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1

GambarllForm Impr Data ke File Backup Excel

Aupifemss SEFT

Anggaras

Fnmder dbr

Traag

1 iy rrade

il

Gambarl2 Layar Pilihan Mengimpor 5 Tabel dari Aplikasi Akuntansi SKPD ke Excel

AE C

1% Tl ook Aler

1 Wbl Aberniad

7 Tl gy

" Thi Hmadar LEA

TH Tramsals B

Gambarl3Hasil Impor Data ke dalam Worksheet Excel
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B. DATAANGGARAISKPD

Mari kita lanjutkan ilustrasi kasus hipotesBKPIDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
XX kita. Bda tahun 201®inas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupatemperoleh DPA sebagaimana
dapat dilihat pada GambaBlSebagaimana pada data DPA tersebut, terdapat BatanjaLangsung
dan Tidak Langsung dan datamanama program yang dimiliki SKPD Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang. Aplikasi SKPD melakukan sedikit modifikasi untuk menyederhanakan proses pemasukan data
ke dalam aplikasi sebagaimana telah disinggung pada Bahilp¥mbagian belanja menjadi Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditiadaBki karena itu keterangan Belanja Langsung dan
Tidak Langsung pada DPA pada Gambaddpat diabaikan saat diinput di aplikasi SKPD.

Gambarl4 DPA SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PEMERINTAH KABUPATEN XX
TAHUN ANGGARAN 2016

PENDAPATAN
08 Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan
411 Pendapatan Pajak Daerah
41111 Pajak Parkir - LRA Rp25,000,000
41112  Pajak Air Tanah - LRA Rp35,000,000
Rp60,000,000
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
511 Belanja Pegawai
5110101 Belanja Pegawai Gaiji Rp2,274,915,040
5110102 Belanja Pegawai Tunjangan Keluarga Rp213,943,410
5110103 Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Rp168,435,000
5110105 Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Umum Rp80,412,000
5110106 Belanja Pegawai Tunjangan Beras Rp106,312,560
5110107 Belanja Pegawai Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Rp9,796,213
5110108 Pembulatan Gaji Rp35,814
5110125 Iluran Jaminan Kecelakan Kerja Rp5,459,796
5110126 luran Jaminan Kematian Rp16,379,388

Rp2,875,689,221
BELANJA LANGSUNG
Program Perencanaan Tata Ruang

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp10,000,000
51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp17,900,000
51207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp5,000,000
51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp236,950,000
51211 Belanja Makanan dan Minuman Rp44,800,000
51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp645,000,000
51223  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS  Rp18,250,000
51225 Honorarium PNS Rp9,250,000

Rp987,150,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp71,700,000

51203 Belanja Jasa Kantor Rp53,500,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp40,100,000

51207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp7,500,000

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp140,650,000

51211 Belanja Makanan dan Minuman Rp117,130,000

51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp321,000,000

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp108,500,000

51225 Honorarium PNS Rp28,250,000

51226 Honorarium Non PNS Rp92,275,000 Rp980,605,000
521 Belanja Modal

52103  Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan Rp204,000,000

52213  Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Al: Rp2,400,000 Rp206,400,000

Rp1,187,005,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp164,930,143
51203 Belanja Jasa Kantor Rp108,800,000
51204 Belanja Premi Asuransi Rp23,100,000
51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp117,734,400
51211 Belanja Makanan dan Minuman Rp50,760,000
51215 Belanja Perjalanan Dinas Rp374,875,000
51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp268,800,000
51223  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS ~ Rp8,000,000
51225 Honorarium PNS Rp6,000,000

Rp1,122,999,543
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512

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja Barang dan Jasa

51202
51205
51220
51226

521

Belanja Bahan/Material

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pih:
Honorarium Non PNS

Belanja Modal Aset Berwujud

52327
52328
52329
52331
52389
526

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumr
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Teta}
Belanja Modal Aset Tak Berwujud

52601

512

Belanja Modal Aset Tak Berwujud Merk

Rp40,000,000
Rp169,680,000
Rp60,000,000

Rp25,000,000

Rp57,000,000
Rp151,537,500
Rp186,250,000
Rp128,500,000

Rp214,400,000

Rp35,000,000

Rp294,680,000

Rp737,687,500

Rp35,000,000

Belanja Barang dan Jasa

51206
51211
51219
51225

512

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Jasa Konsultansi
Honorarium PNS

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp10,000,000

Rp7,000,000
Rp65,000,000
Rp46,625,000

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Belanja Barang dan Jasa

51201
51202
51203
51206
51208
51211
51223

512

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Rp17,000,000
Rp13,000,000
Rp70,000,000

Rp8,325,000
Rp18,200,000
Rp26,490,000

Rp9,000,000

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Belanja Barang dan Jasa

51201
51206
51208
51211

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Makanan dan Minuman

Rp5,000,000
Rp1,500,000
Rp6,300,000

Rp18,525,000

TOTAL BELANJA

SURPLUS/DEFISIT LRA

Rp1,067,367,500

Rp7,562,176,264

-Rp7,502,176,264

C. MENGINPUT DATPROGRAM

Sebelum dapat menginput data anggaran, terlebih dahulu harus dilakukan input atas data
program. Terdapat 8 program pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi Kasus
Hipotetiskita sesuai data DRACedelapan Program tersebut kita input ke dalam aplikasi SKPD dengan

mengklik menu keempdhput dan Review Nama PrograrKita berikan kode sederhana untuk setiap
program dengan angka dua digit yaitu 01 sampai dengarnT@gpilanlayar input setelahmenu
programdiinput adalah sebagaimana pada Gambamberikut

Gambarl5 Menginput Data Program

el

Nama Program

L
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D. MENGINPUT DATANGGARAN

Untuk memasukkan data anggaran ini ke dalam aplikasi, maka kita pilih menu kelima dari dafta
menu aplikasi kita, yaitunenu Pilih Mode Input JurnalSetelah menu dipilih akan muncul layar
submenu pilihaninput jurnal sebagaimana pada Gamids.

Gambarl6 Menu Pilih Mode Input Jurnal

MODE INPUT JURNAL AKRUAL DAN

REALISASI ANGGARAN / PROGRAM

. INPUT DATA ANGGARAN
. JURMAL LINTUK BUKL BASIS AKRLIAL
. JLIFERAL LUNTLE BUKLE BASTS KAS | LRA
. BUKA FORM BACKLIP

. KE MENU HAPUS DATA ANGGARAN ATAL JURNAL

. KEMBALI KE MENLI UTAMA

Untuk menginput data anggaran, &ipilihsubmenu pertamalnput Data AnggaranSelanjutnya
akan muncul layar input datnggaran seperti pada Gambgf berikut

Gambarl7 Tampilan Input Data Anggaran dan Hasil Input DPA SKPD Kasus Hipotetis

14 ¢ B i i i Tat iiang :

:l Inpul Data Anggaran

T P S = | wy
e e
Diubwrt

Eodedl = Havakhus

L1040 Bl P G (PRI

SLIR0Y  Belanjs Pegeds Tunjangan eusnga  Bol10S4d 40000
SLME0E  Belnjs Pegews Tunjsngan labatm R LB A3, 00000
STI03M  Relenjs Fegewsi Tunjengan Fargsinre RS0 T 00000
SLI0AE  Balens Pegaes Tunjsogan Sarai Raiin, 113, Sed.00
SLIEHT  Balinja Pegaad Tun jangan PPH Tunk B TG, 110
3110108  Pembulatan G Ap33.E1a.m

g |p=snan Keretaban Keria B A, T
# Tl FoME 4 T +

Rl 7S, B89, 201

Untuk diketahui, lgar input data anggaran ini meski bentuknya jurnal, tidak perlu diisi seperti jurnal
biasa, yaitu debet dan kreditnya seimbang. Jurnal cukup diisi di kolom kredit saja untuk anggaran
pendapatan dan di kolom debet saja untuk anggaran belanja. Penginpusani diperlukan untuk
memungkinkan terbentuknya kolom anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran yang nanti akan
dibandingkan dengan realisasi anggamy@ masingnasing. Sebagai alternatif input data anggaran
ini bisa juga disebut jurnaingle entry

Input data anggaran dibuat perprogram. Sesuai data DPA di atas dan sebagaimana telah
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dijelaskan sebelumnya, pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini terdapat 7 program. Dengan
menjadikan Biaya Tidak Langsung sebagai program sendiri, maka pada SKPD tereajoat 8
program. Hasil input program kita gunakan yang sebelumnya sudah kita inputkan dengan mengklik
menu ketiga akan muncul sebagai pilihan program dalam menu Input Data Anggaran ini.

Untuk mengisi input data ini, ada 4 hal yang perlu dijelaskhif llenjut, sebagaimana dapat
dicermati pada penjelasan Potongan 1 sampai PotongaaddGambarl8 berikut.

Gambarl8 Tampilan Daftar Data Anggaran

W:.
o 51203 Betarja Bahan,/TWaterial

MR 51207 Bakanija Jaca Kantor

51K Sefanis Premi Asunars)

510" Belaria Perawstan Kencaraan Berma
o S0 Belan)s Cotam dan Panggandaan
Lo 5120 Belanja Sewa Aumahy/Gedung/Gudan
§ S120E Balarja Sewa Sarana Mabilitas

W 51204 Bebara Sewa Alat Bers

& 51250 Selanja Sewa Ferigngkapan dan Pera

Lfams

ADQERTar

wadaiinn MaEmadkain 8 51711 Selamja Makanan dan Miruman
SEI2Y HOrarariam FRE Rp2E 5121z Belanjs Pekaian Dines den Atributays
LiFr ] Honaranum Non PS Rps2 4 51113 Belanja Paaian Keria

sh2m1|  ~ Bedan|n Bahan Pakal abis Tl 51214 Bebanija Pakaian klusis dan han-hari

N =R

| 5124% Befanja Perjalanan Diras

P wgan 1: Untuk akun, pilih dari combo
bex ini, dengan mangklik tanda panah, Findah per
nemor traniakil dengan ki tambal navigas barwarna \

| LB Selanja Cotas dan Penggancaan

hiljaa

ey L e e LR LTI L]
], LB7 005,000 g Patangan 2, setelah diklik, muneul shum yemg
dapat dipilih sesual kebutuhan, Jika masih
A belum ads, bisa ditambahkan pads menu
Potomgan 3 sabalumnys
lumiah pada bagian Bawah tidak harus Potongan 4

Fungsl masing-masing tambal;
Tambah, hapur dan preview

semus jurnad

saimbang, karena form ind bukan jurna \

Pada Potongan 4 pada Gami&diperlihatkan terdapat tombol paling kangmada layar Input
Data Anggaran ini yaitu tombol preview. Setelah semua data anggaran diinput, klik tombol tersebut,
maka akan tampil Layar Hasil Input Data Anggaran, sebagaimana pada G8aidakut.

Gambarl9 Tampilan PreviewHasil Input Data Anggaran

Daftar Data Anggaran

| FrgmisiTun)
[S110108 Beisns Pegswai Tanjangan Fanpionsl |
| 5120106 peia i [
[ 3110107 |
| 5110108 |Pe
(5136125 [

RESAS7RD0 |
.S-imlli..l.. n Emimsn Kemstan ] u:?».a_?a;_aéﬁ__
/N6 (2| 2 Brpen ) )
o [ sims

| “s1m1

| P——s A9, 250,500.00 |

.&unp Bahan Faksl Hatis

| 51206 PetsnsCetet dan Peagaandasn

| 51207 PeianiaSensRamshiGedung Gadang |

(T T r————

| 51215 peianplam ksnsnans | Rebas 00000000 |
[ 51X4 'il'.r!;aimaia';um:: = I Rp236.950.000 00 I
| 5123 feianpeomas et mesaasd | Apli25000000 |
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E. MENJURNAL TRANSAKERACA AWAL

Sebagai SKPD yang baru menerapkan aplikasi, tetapi telah berdiri cukup lama sebelumnya, maka
tentu saja datadata Asset, Kewajiban, dan Ekuitas SKPD tersebut belum masuk ke dalam aplikasi.
Datadata ini sebelum menjurnal transaksi harus kita masukkan terlebih dahulu sebagai Neraca Awal.
Pada tahurtahun selanjutnya ketikaaplikasi tinggaimelanjutkan proses yang telah berjaJanaka
input Neraca awalidak perlu dilakukan lagi, dan Neraca SKRih diupdate dengan perkembangan
selama satu tahun anggaran yang telah berjatmaebut

Melanjutkan ilustrasi kasus hipotetis, asumsiltdegraca Awal SKPD Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang adalah sebagaimana p#&gambar D berikut.

Gambar20Neraca Awal1l Jan 2016inas Pertanahan dan Tata Ruang

SATKER : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No Uraian 31 December 2018
1 ASET
11 ASET LANCAR
11102|Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00
11103|Kas di Bendahara Penerimaan 0.00
11104|Kas di BLUD 0.00
11106|Kas di Bendahara BOS 0.00
11301 |Piutang Pajak 0.00
11302 |Piutang Retribusi 0.00
11304 |Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 0.00
11406|Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 0.00
11407 |Piutang Lainnya 0.00
11501 |Penyisihan Piutang 0.00
11601 |Belanja Dibayar Dimuka 0.00
11701 |Persediaan 1,320,500.0
JUMLAH ASET LANCAR 1,320,500.0
13 ASET TETAP
13101|Tanah 648,285,250.0
13201 |Peralatan dan Mesin 2,282,306,137.0
13301|Gedung dan Bangunan 711,475,721.0
13401 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 30,833,700.0
13501 |Aset Tetap Lainnya 3,242,500.0
13601 |Konstruksi dalam Pengerjaan 0.00
13701 Akumulasi Penyusutan (1,772,233,962.0(
JUMLAH ASET TETAP 1,903,909,346.0
15 ASET LAINNYA
15101|Tagihan Penjualan Angsuran 0.00
15102|Tuntutan Ganti Rugi 0.00
15201 |Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00
15301 |Aset Tak Berwujud 57,770,000.0
15306| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (31,820,000.00
15401 |Aset Lain-lain 0.00
15501 |Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya 0.00
JUMLAH ASET LAINNYA 25,950,000.0
JUMLAH ASET 1,931,179,846.0
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2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
21101| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00
21201| Utang Bunga 0.00
21301| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00)
21401| Pendapatan Diterima Dimuka 0.00
21501| Utang Belanja 4,156,076.0(
21601| Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4,156,076.0(
JUMLAH KEWAJIBAN 4,156,076.0(
3 EKUITAS
31101| Ekuitas 1,927,023,770.0
JUMLAH EKUITAS 1,927,023,770.0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,931,179,846.0

Data Neraca awal ini akan kita input melalui sub menu kéduaal untuk Buku Basis Akrual
Setelah submenu diklik, dan kemudian diisi neraca awal sesuai data di atas, tampildrbjikuna
akrual adalah sebagaimana pada GamHdab&ikut. Terdapat navigasi untuk berganti SKPD di bagian
bawah yang terpotong pada Gamhat tersebut. Memang didesain seperti itu, karena sementara
menu ini tidak perlu digunakan karena kita hanya akan meakgn akuntansi untuk satu SKPD saja.

Gambar21 Tampilan Jurnal Buku Basis Akrutdn Hasillnput Neraca Awal

KodeSKPD IHE! | MamasKPD !D]nagxegehatan |
=T | Jurnal Transaksi Basis Akrual

KodeSKPD 54321

Ketarangan Transaksi

Nomaor Transakst

Tanggal 1/1/2016

Kodedkun - Mamapkun Debet -
11701 |+ Persediaan Bahan Pakai Habis Rp1,320,500.00
13101 Tanah Perkampungan Rp648, 235,250.00
13201 Alat-Alat Besar Darat Rp2,282,306,137.00
13301 Bangunan Gedung Tempat Kerja  Rp711,475,721.00
13401 Jalan Rp30,833,700,00
13501 Buku Rp3,242,500.00
13701 Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp0.00
15301 Goodwill RpS7,770,000.00
Record: W 4 [ToF12 | » v b | B iofiner | [s [oT 1

g
yang

ng sudak

Sama seperti pada Input Data Anggaran pada tombol di bawah paling kanan, terdapat tombol
preview. Klik pada tombahi untuk mengecek hasil input Jurnal Neraca Awal kita apakah sudah sesuai
dengan kasus hipotetis.
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F. INFORMASI TRANSAKSI

Kita lanjutkan kasus hipotetis kita dengan transa&slama tahun 2016, SKPD Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang melaksanakan tugasgfiirdan tanggung jawabnya untuk melayani kebutuhan
masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. Kegiktayiatan SKPD yang ada konsekuensi
keuangan akan dimasukkan ke dalam sistem akuntansi, di antaranya melaui aplikasi ini. Untuk
menyederhanakan pernsalahan, transaksi kita asumsikan bersifat sekumpulan transaksi sekaligus.
Pada kenyataan di lapangan tentu model pelaksanaan transaksi tidak seperti itu. Namun untuk
kepentingan penjelasan yang lengkap maka beberapa transaksi diasumsikan dilaksandigusseka
sehingga bisa dibuat jurnal secara gabungan.

Transaksi akan dibagi berdasar realisasi per program serta dilakukan pemisahan berdasarkan
jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja barang, jika ada
konsekuensi petmelian persediaan juga termasuk yang akan dipisahkan sebagai jurnal transaksi
tersendiri.Demikian pula untuk Belanja Modal, akan dipisahkan sebagai transaksi tersendiri terpisah
dari Belanja Barang atau Belanja Pegawai yang menyertainya, jika ada.

Data lengkap transaksi selama tahun 2016 pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah
sebagai berikut:

1/13/2016 | Untuk operasional kantor, SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memperoleh penetapan uang persedi
tahun 2016 sebesar Rp 100 juta. Padagtzal 13 Januari SP2D UP diterima Bendahara Pengeluaran dari Kasda

1/25/2016 | Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab programb@dahara pengeluaramembayar dari uang persediag
sebesar Rp 36.180.000. Uang persediaan dicatat dengan métmdieating fund Pembayaran adalah pengeluar
yang dibebankan ke akeakun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016:

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51225 | Honorarium PNS 91225 Honorarium PNS Rp1,000,000
51207 | Belanja Sewa 91207 Beban Sewa Rp5,000,000
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
51211 | Belanja Makanan dan Minuman 91211 | Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,000

1/25/2016 | Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaramei@han atas beban program 02 dan
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 25 Januari 2016 Langsung kepada rekening rekanan.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual

Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51219 | Belanja Jasa Konsultansi 91219 Beban Jasa Konsultas Rp119,376,000
51106 | Insentif Pemungutan Retribusi 91106 | Insentif Pemungutan Retribusi Rp235,725,000

Daerah Daerah
51223 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisa 91223 Beban kursus, pelatihan, Rp18,250,000

dan bimbingan teknis PNS sosialisasi dan bimbingan tekni

PNS

1/28/2016 | Selain belanja dan beban di atas, penanggung jawab program 02 juga mengajukan daftar nominatif yang dise
Persediaan pada 26 Januari 2016. Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebuBelzdaKas
Pengeluara. Persediaan dicatat dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterimg
sebagai berikut.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51201 | Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp10,000,000
51206 | Belanja Cetak dan Penggandaan| 11701 Persediaan Rp17,900,000

2/5/2016 Sebagai bagian dari dana tanggap darurat atas bencana, gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pertanahan dan 1
dibayarkan sekaligus untuk tahun 2016 secara LSuaggse rekening pegawai pada tanggal 5 Februari 2016 de
rincian sebagai berikut:
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Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
5110101 | Belanja Pegawai Gaiji 91101 Rp2,193,737,78(
5110102 | Belanja Pegawai Tunjangan Rp194,712,720
Keluarga
5110103 | Belanja Pegawai Tunjangan Rp154,245,000
Jabatan
5110105| Belanja Pegawai Tunjangan Rp72,260,000Q
Fungsional Umum Beban Gaji dan Tunjangan
5110106 | Belanja Pegawai Tunjangan Bera LO Rp101,677,680
5110107 | BelanjaPegawai Tunjangan Rp6,993,632
PPH/Tunjangan Khusus
5110108 | Pembulatan Gaji Rp30,039
5110125| luran Jaminan Kecelakan Kerja Rp4,497,976
5110126 Iuran Jaminan Kematian Rp13,493,909
Rp2,741,648,736

3/5/2016 Dinas Pertanahan daTata Ruang menerima pembayaran Pajak Air Tanah dari obyek pajak perusahaa
melakukan penggalian sumur melebihi kedalaman yang diizinkan. Pajak Air Tanah ini termasuk pada Pajak
ditetapkan dengan SKP. Tanggal SKP adalah 5 Maret 2016 hRamsgembayar langsung ke Kas Daerah pada tan
10 April 2016 sebesar Rp 15.000.000.

3/12/2016 | Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab programb@®dahara pengeluaramembayar sebesar Rp 12.650.0
Yaitu untuk pengeluaran yang dibebankan pada aebagai berikut pada tanggal 12 Maret 2016:

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51225 | Honorarium PNS 91225 | Honorarium PNS Rp12,650,000.0(

3/16/2016 | Pengajuan SPM GUP dari Bendahara Pengeluaran disahkate®F3#2D diterima pada tanggal 16 Maret 2(
SPMGUP dibagi dalam 2 pengajuan, yaitu untuk program 02 untuk transaksi tanggal 25 Januari dan 28 Jar
dibebankarpada program 02, serta untuk transaksi tanggal 12 Maret yang dibebankan pada program 03.

3/27/2016 | Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 27 Maret 2016 langsung kepada rekening rekanan.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode | Nama Akun Jumlah
51226 | Honorarium Non PNS 91226 | Honorarium Non PNS Rp92,275,000
51203 | Belanja Jasa Kantor 91203 | Beban Jasa Kantor Rp52,850,000
51211 | Belanja Makanan dan Minuman | 91211 | Beban Makanan dan Minuman Rp99,645,000
51219 | Belanja Jasa Konsultansi 91219 | Beban Jasa Konsultasi Rp157,767,500
51208 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91208 | Beban Sewa Sarana Mobilitas Rp109,800,000
51223 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisg 91223 | Beban kursus, pelatihan, sosialisay Rp87,000,000
dan bimbingan teknis PNS dan bimbinganéknis PNS

3/29/2016 | Penanggung jawab program 03 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST Persediaan pada 29 M
Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebut daBeldahara PengeluaranPersediaan dicata
dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah sebagai berikut.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51201 | Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp39,200,000.0(
51206 | Belana Cetak dan Penggandaan | 11701 Persediaan Rp24,370,000.0(
3/30/2016 | Pengajuan SPM GUP dari Bendahara Pengeluaran disahkan PPK dan SP2D diterima pada tanggal 30 MAret

mengganti pengeluaran program 03 tanggal 29 Maret.
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4/5/2016 Selain itu padgrogram 03 juga telah diterima aset tetap dan dibuat BAST pada 30 Maret 2016. Pembayara
dilakukan dengan SP2D LS pada 31 Maret. Kode dan nilai belanja / aktiva tetap yang diterima adalah sebaga
Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kade Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
52213 | Belanja modal Pengadaan Alat 13213 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Ala Rp2,400,000
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Penyimpan
52103 | Belanja modal Pengadaan Tanah| 13103 | Tanah Perkebunan Rp109,600,000
Perkebunan
4/10/2016 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima pembayaran Pajak Air Tanah dari obyek pajak perusah
melakukan penggalian sumur melebihi kedalaman yang diizinkan. Pajak Air Tanah ini termasuk pada Pajaki
ditetapkan dengan SKP. Tanggd® &Halah 5 Maret 2016. Perusahaan membayar langsung ke Kas Daerah pada
10 April 2016 sebesar Rp 15.000.000.
Catatan:

Jurnal yang sudah diinput pada Installer Aplikasi Akuntansi SKPD adalah sampai dengan transaksi tanggal 10 April. BxiGudi
adalah data transaksi lanjutan dari kasus hipotetis SKPD Dinasa Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk membandingkan has
Anda dengan jurnal yang telah diinput, pastikan membandingkan laporan keuangan Anda dengackfifgsebelum menginput
jurnal tambahan ini.

5/11/2016

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima pembayaran Pajak Parkir dari koordinator Juru Parkir untuk peri
April 2016. Pajak Parkir pada Pajak/Retribusi yang tidak ditetapkan dengan SKP. Koordinator Juru Parkir kee
Bendahara Penerimaan pada tanggal 11 Mei 2016

8/10/2016

Kantor Dinas Pertanahan memiliki kendaraan operasional dengan harga perolehan sebesar Rp.100 juta. Pag
10 Agustus 2016, sesuai laporan kehilangan dari kepolisian, salah seorang pegaglilangkan kendaraan terseby
Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal tersebut adalah Rp.20 juta.

8/15/2016

Pada tanggal 15 Agustus 2016 diterbitkan keputusan bahwa pegawai tersebut harus membayar ganti ru
sebedar Rp.72 juta. Pegawarsebut bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (S
dan bersedia mencicil kerugian negara selama 3 tahun, sebesar Rp 2 juta sebulan mulai bulan Desember 20

9/18/2016

Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayalen rekanan atas beban program 05 d
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 18 September 2016 langsung kepada rekening rekanan.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51226 | Honorarium Non PNS 91226 | Honorarium Non PNS Rp23,977,500

Belanja Perawatan Kendaraan 91205 | Beban Perawatan Kendaraan
51205 | Bermotor Bermotor Rp159,088,34§

9/18/2016

Penanggung jawab program 05 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST Persediaan pada 18 S
2016. Bendahara Penigaran membayar pengajuan SPJ tersebut dari Kas Bendahara Pengeluaran. Persediaal
dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah sebagai berikut.

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51202 | Belanja Bahan/Material 11702 | Persediaan Bahan/Material Rp39,998,500

Belanja Barang Untuk Diserahkar] 11703 | Persediaan Barang Lainnya
51220 | kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp57,984,700Q

9/16/2016

Pada program 05 juga telah diterimaatetap dan dibuat BAST pada 16 September 2016. Pembayaran telah dilg
dengan SP2D LS pada 16 September. Kode dan nilai belanja / aktiva tetap yang diterima adalah sebagai beri

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode NamaAkun Jumlah
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52327 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin| 13214 Rp56,620,000
Pengadaan Alat Kantor

52328 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin| 13215 Rp150,285,300
Pengadaan Alat Rumah Tangga

52329 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin| 13216 Rp169,358,000
Pengadaan Komputer

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual

Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah

52331 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin| 13218 Rp73,385,400
Pengadaan Alat Studio

52389 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 13602 Rp210,138,250
Pengadaan Aset Tetdenovasi

12/1/2016 | Pegawai yang terkena TGR membayar cicilan sebesar Rp.2.000.000 pada 1 Desember kepada Bendahara P

G. ANALISIS DAN PENJURNALAN TRANSAKSI

Pada bagian ini kita akan mulai melakukan penjurnalan atas trarsaksaksi sesuai kasus
hipotetis di atas. Pelaksanaan proses penjurnalan ini, untuk transaksi yang akan mempengaruhi baik
jurnal kas maupun jurnal akrual, akan dijelaskan sekaligus kedua jurnal, tetapi jika hanya akan
mempengaruhi jurnal akrual misalnyagka hanya akan dijelaskan jurnal akrualnya saja. Tetapi dalam
proses penginputan sebenarnya lebih efisien untuk menyelesaikan jurnal akrual terlebih dahulu secara
keseluruhan, baru kemudian melihat kembali ke status hipotetis dan menjurnal kas secara
kesduruhan lagi.

TransaksiAnggaran pada Buku Basis Kas/LRA

Sebelum menjurnal transaksi, untuk buku basis kas/LRA terlebih dahulu harus dilakukan penjurnalan
anggaran untuk membuka saldo anggaran pendapatan dan anggaran belanja ke dalam buku besar
kas/LRA dajuga saldo defisit/surplus sesuai yang dianggarkan. Penjurnalan ini diperlukan, agar saat
menutup jurnal Pendapatan dan Belanja nanti pada akhir tahun, terdapat akun anggaran Pendapatan
dan Belanja yang dapat ditandingkan antara realisasi dan anggaralamyalapat menentukan
realsiasi defisit/surplus anggaran. Jurnal anggaran pada Buku Besar Kas/LRA diinput dengan mengklik
submenuJurnal untuk Buku Basis Kas / LRiengan tampilan setelah jurnahggaran pertama dan
keduadiinput sebagaimana dapat dilihpada Gambar 2berikut.

Gambar22 Jurnal Anggaran Pendapatan dan Belanja Program 01

AT i ¥ [inan Kawsbalas L A ik Tonvan P balan

F__ Jurnal Transaksi Basis Kas __-l Jurnal Transaksi Basis Kas
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Ridakis = Mk = Dt - mandit - undadks - s Abur . . Bimst
EirL] = Esnmas Pandspatan PO O 2 0 Rpd1 00 FLFa = Emimani Parebahan SaL | pL AT (B9 T2 0 Rl
L] Estrmas Perubuen S0 RelL 00 P pL D00 [ 1y Eproprias Belania HpIO8  RpLATEES DL 00

FeE ATAam. 11 B ol BT A, TTL
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Jurnal anggaran ini diiinput untuk setiap program. Untuk anggaran pendapatan diinput pada akun
G9aAGAYIFAA t Sy BanwdukiBeMr§alJIRRIR SI6 Bdzy & ! LILINE LINAwWarda A . S
baik akun pendapatan dan belanja adalah Estimasi Perubahan SAL. Gambar 26 di atas menunjukkan
dua jurnal anggaran pertama dan kedua. Yang pertama adalah untuk jurnal anggaran pendapatan,
yang hanya ada 1, ddita pilihkan kode program 00 sebagaimana pada panel kiri. Jurnal kedua adalah
jurnal anggaran belanja untuk program 01 pada panel kanan. Karena terdapat 6 program lain pada
kasus hipotetis Satker Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini, maka akan terflapat &nggaran

belanja lagi yang dicatat pada Jurnal Buku Basis Kas /LRA ini, bisa Anda lihat pada aplikasi SKPD yan
telah berisikan data transaksi (pada aplikasi SKPD baru diinput sampai program 05).

Transaksil

1/13/2016 | Untuk operasional kantor, SKPD Dinas Pait@am dan Tata Ruang memperoleh penetapan uang persediaan
tahun 2016 sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 13 Januari SP2D UP diterima Bendahara Pengeluaran dar|

Jurnal yang diinput pada sub menu kedwanal untuk Buku Basis Akruatlalah sebagaiana pada
Gambar23 berikut.

Gambar23 Jurnal Transaksi UP

KodaSKPD ;;4;:':' | NamaSKPD Dinas Kesehatan

j lurnal Transaksi Basis Akrual

roseson  CETEEE
LGS IELLRIERE IOl Pencairan SPM dan SP2D UP

Nomor Transaksi
Tanggal

Kodedkun ~ Mamadkun - Debet - Kredit -
::I_l:u}s u Kas di Bendahara Pengeluaran Rp100,000,000.00 Rp0.00
:31301 RE PPKD Rp0.00 Rip 100,000, 000.00

*!

Retord: i 4 [1of2 | v wops | E o Fia | [Search

Karena belum merupakan belanja definitif membebani suatu akun anggaran tertentu pada LRA, maka
atas transaksi ini tidak dilakukan penjurnalan atas buku k&A.

Transaksi 2
1/25/2016 | Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab programb@ldahara pengeluaramembayar dari uang persediag
sebesar Rp 36.180.000. Uang persediaan dicatat dengan métmtieating fund Pembayaran adalah pengeluarg
yang dib&ankan ke akwakun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016:

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51225 | Honorarium PNS 91225 | Honorarium PNS Rp1,000,000
51207 | Belanja Sewa 91207 | Beban Sewa Rp5,000,000
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
51211 | Belanja Makanan dan Minuman 91211 | Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,000
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Jurnal yang diinput pada sub menu keduanal untuk Buku Basis Akryalangmerupakan transaksi
pembayaran dengan Uang®Bediaan oleh Bendahara Pengeluaran dengan metiodéuating fund
akan dicatasebagainana pada Gamba&4 berikut. Perhatikan kode akun yang digunakan.

Perlu diperhatikanpula, untuk nomor jurnal, setiap kali menginput transaksi bafu,
setelah menuliska isi keterangan transaksi dan menekan enter, maka aplikasi akan
otomatis menawarkan nomor jurnal lanjutan dari jurnal yang sebelumnya telah dicatat.

Gambar24 Jurnal Akrual Realisasi Program 02

KodeSKFD 54321 | NamaSKPD Dinas Kesehatan

j Jurnal Transaksi Basis Akrual

LEECUNEURIEUEE TN Pambayaran dengan UP |
Momor Transaksi 3

Tanggal 1/25/2016

KodeAkun - MNamaakun -
191225 || Honorerium PNS
| 91207 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gud
f912].l Beban Makanan dan Minuman
| 11103 Kas di Bendahara Pengeluzran

Record: M < 104 AT, 4

Debet -
FRp1,000,000.00
Rp5,000,000.00
Rp30,180,000.00
Rp0.00

Rp3a,180,000 Rp36,180,000

Kredit
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Rp36,180,000.00

Untuk jurnal LRAkarena pembayan dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dan belum
diajukan penggantian ke Kas Daerah, maka belum ada penjurnalan pada buku basis Kas/LRA.

TransaksB

1/25/2016 | Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban pebdaam
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 25 Januari 2016 Langsung kepada rekening rekanan.

Akun Buku Kas / LRA

Akun Buku Akrual

sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS

Kode Nama Akun Kode | Nama Akun Jumlah
51219 | Belanja Jasa Konsultansi 91219 Beban Jasa Konsultasi Rp119,376,000
51106 | Insentif Pemungutan Retribusi 91106 | Insentif Pemungutan Rp235,725,000

Daerah Retribusi Daerah
51223 | Belanja kursus, pelatihan, 91223 | Beban kursus, pelatihan, Rp18,250,000

sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS

Jurnal yangliinput pada sub mendurnal untuk Buku Basis Akruatialah sebagaiana pada Gambar

25 berikut.
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Gambar25Jurnal Akrual Realisasi Program 02

LTS T (T T Mamasern Dinas Kesebatan

] Jurnal Transaksi Basis Akrual

= Beban lass Kol
et Pemunguten Beiribus D Rp23s, 725, 000.00
Bahan kursis, polatihan, insialies Bpla, 250, 000,00

REPRED Fdlon

Untuk transaksi ini terdapat jurnal kas yang harus dicatat, karena belanja/beban swaahebani
Kas Daerah. @gan mengakses submerdurnal untuk Buku Basis Kas / LRArnal untuk basis
kas/LRA transaksi ini adalabbagaimana dapat dilihat pada GamB&berikut.

Gambar26 Jurnal Kas / LRA Realisasi Program 02

Kodesrn a3 NamasKnD Dinas Kese hatan

: Jurnal Transaksi Basis Kas

Entarangen Tramsakn DIEFEEECHZTETEY Y ek
Momor Transaiai ]

Tangg! Buska Data Anggaran

Program

o Throgram

Kogedky - Hamat ki 4 Debet - Eradit -
51218 | Balanjs Jass Konsultana) Apl 10, 376,000.00  Hpa.00
51106 Insentif Pemungutan Retribasi D Ap2 35,725, 000,00 Bpd,00
51273 Belanja kursus, pelatihan, sosiakis  Ap1a, 25000000 Hpa.oo
3138 Estimasi Perubahan 541 Rpt.00 Rpd 73,351, 000.00

Rp3T3.351,000 Bp3T2,351.000

e |« (> (v ]- |~
i B lainla sy mILE

Transaksi 4

1/28/2016 | Selain belanja dan beban di atas, penanggung jawab program 02 juga mengajukan daftar nominatif yang dise
Persediaan pada 26 Januari 2016. Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebuBelzdbRas
Pengeluaran Rersediaan dicatat dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima
sebagai berikut.
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Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51201 | Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp10,00,000
51206 | Belanja Cetak dan Penggandaan| 11701 Persediaan Rp17,900,000

Pencatatan transaksi 4 dan selanjutnya, baik untuk jurnal buku besar akrual maupun untuk buku
besar kas/LRA dapat dilihat langsung pada aplikasi SKPD yang telah d@#latalit pencatatan
transaksitransaksi di atas belum memperhatikan adanya kewajiban Bendahara untuk memungut

atau memotong pajak. Pada transaksi 3 misalnya dengan transaksi sebagai berikut:

1/25/2016 | Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab programb@hdahara pengeluaraimmembayar dari uang persediag
sebesar Rp 36.180.000. Uang persediaan dicatat dengan métmtieating fund Pembayaran adalah pengeluarg
yang dibebankan ke akeakun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016:

Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual
Kode Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah
51225 | Honorarium PNS 91225 | Honorarium PNS Rp1,000,000
51207 | Belanja Sewa 91207 | Beban Sewa Rp5,000,000
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
51211 | Belanja Makanan dan Minuman 91211 Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,00Q

Untuk honorarium PNS, Bendahara Pengeluaran harus memotong PPH Pasal 21. Misal pegawai
penerima honor adalah berpangkat lll/a, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% sesuai
ketentuan tarif final PPh 21tas honorarium PNS golongan lll/c. Maka Bendahara harus memotong
sebesar 5% x RP 1.000.000 = Rp 50.000,00. Jurnal yang akan dibuat untuk pemotongan PPh Pasal 21

ini adalah sebagai berikut:

Cash di Bendahara Pengeluaran

Hutang PenerimaaPPh Pasal 21

Rp 50.000

Rp 50.000

Saat disetorkan ke Kas negara, maka jurnal yang akan dibuat Bendahara adalah

Hutang Penerimaan PPh Pasa 21

Cash di Bendahara Pengeluaran

Rp 50.000

Rp 50.000

H. ANALISIS DAN PENJURNALAN PENYESUAIAN DAN PENUTUP

Selanjutrya dilakukan jurnal penyesuaian sesuai data yang diberikan, jika ada. Terakhir dibuat
jurnal penutup. Namun jurnal penutup ini, pastikan dibuat sesudah atas database dibuat backup
terlebih dahulu. Laporataporan keuangan juga bisa dicetak untuk dijadiéasar memnyusun jurnal
penutup serta pada kondisi riil di lapangan menjadi dasar publikasi dan penyusunan Catatan atas
Laporan Keuangan. Sesudah dibuat jurnal penutup, laporan keuangan hanya akan berisi Neraca.
Laporan operasional dan LRA akan dinolkanda@mbDan SKPD akan bisa memulai tahun berikutnya

dalam pencatatan keuangan mereka.
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BAB IV LAPORAMPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN OPERASIONAL

Sesudah transaksiansaksi di jurnal dimasukkan ke dalam aplikasi, dengan mengakses menu
keenam dari menu utama, ydit Prediewdan PrintLaporan Keuangan Basis Akriiat Y| 1 | | LJ 7
akan menampilkan submenu Laporan Keuangan Basis Akrual. Tampilan sub menu ini adalah sebagai
mana pada Gambar 27 berikut.

Gambar27 Sub Menu Preview dan Print Lapgn Keuangan Basis Akrual

PREVIEW DAN PRINT LAPORAN BUKU
AKRUAL

. BUKU BESAR BASIS AKRUAL

. NERACA SALDO BASIS AKRUAL
. LAPORAN OPERASIONAL
. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

. NERACA

. KE MENU UTAMA ..

Selanjutnya output pertama dari aplikasi yaitu, yaitu Laporan Operasional, bisa diakses dengan
mengklik menu ketiga. Sesudah diklik, akan muncul lapgparasionayang bentuknya sebagaiana
pada Gambar 28apat dilihat padéaporan tersebut bahwdefisit bersihdari SKPD Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang adalah sebesar Rg&167.236,00.

B. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan berikutnyalaporan PerubahanEkuitas, diakses dari menu keempat pada submenu
OPreview dan Print LaporarAkrualé Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas berdasar transaksi
transaksi yang telah diinput adalah sebagaimana pada Gamb@gpat dilihat pada laporan tersebut
bahwaTotal Ekuitasdari SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebe$a@2Rh43.446
Saldo Debet.

C. NERACA

Laporan berikutnya, Neraca, dapat diakses dari menu kelima pada sulifPerview dan Print
Laporan Akruak Tampilan Neraca SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, berdasar transaksi
transaksi yang telah diinput adalah sebagaina pada Gambar 30. Dapatldii pada laporan tersebut
bahwaTotal Neracasama dengaif otal Kewajiban dan Ekuitagitu sebesaRp2.247299.246,00.

D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selain laporastiaporan dari pembukuan berbasis akrual, sesudah trandedkssaksi di jurnal
dimasukkan ke dalam aplikaakan terbentuk pula laporalaporan berbasis kas, yang dapat diakses
RIFENR YSydz | Siédz2dzK Rreldwdax Briitdapatzin KeGangan BasisiLBAD ¢ &
Setelah menu ketujuh tersebut diklik, maka aplikasi akan menampilkan submenu Laporagdfeuan
Basis Kas/LRA. Tampilan sub menu ini adalah sebagai mana pada Gambar 31.
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Gambar28 Laporan @erasional

Laporan Operasional

Dinas Kesehatan

Untuk periode dari Tanggal

Pendapatan
Pajzk AirTanah- LD

Total Pendapatan

Beban-Beban Operasional

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Diaersh
Beban lasa Kantor

Beban Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir
Beban Sewa farana Mobilitas

Beban Makanan dan Minuman

Beban Jaza Konsultasi

Beban kursus, pelatihan, sozislizasi dan bimbingan
teknis PNS

Honorarivm PNS

Honorarium Non PNS

Total Beban Dperasional

Surplus (Defisit) O perasional

sampai

Rp15,000,000.00

Rp2,741,648,736.00
Rp235,725,000.00
Rp52,850,000.00
RpS,000,000.00
Rpl09,800,000.00
Rpl29,825,000.00
Rp277,143,500.00
Rpl05,250,000.00

Rp13,650,000.00
Rp92,275,000.00

Rp15,000,000.00

Rp3,763,167,236.00

[Rp3.748,167,236.00)

Gambar29 Laporan Perubahan EKuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas Kesehatan

Untuk periode dari Tanggal

Ekuitas Awal
Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Koreksi Nilai Persediaan

sampai

Rpl,927,023,770.00

(Rp3,748,167,236.00)

Rp0.00

Ekuitas Akhir

(Rp3,748,167,236.00)

(Rp1,821,143,466.00)
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Gambar30Neraca

Aktiva Lancar
Kas di Bendahara Pengeluarmn

Persediaan Bahan Pakai Habis

Total Aktiva Lancar
Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain
Tansh Perkampungan
Tanzah Perkebunan
Alat-Alat Besar Darat
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Pe
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Jalan
Buku
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
Goodwill
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Ber
Aset Lain-lain
Total AktivaTetap
Total Aktiva
Kewajiban
Utang Belanja Pegawai
Total Kewajiban

Ekuitas

Ekuitas [SKPD)
Ekuitas utk dikonsolidasikan / RK PPKD

Total Ekuitas

Total Kewajiban + Ekuitas

Neraca
Dinas Kesehatan

Per Tanezal

Rpl12,650,000.00
Rp92,790,500.00

Rp205,440,500.00

Rp&48, 285, 250,00
Rpl0S, 600,000.00
Rp2,282,306,137.00
Rp2,400,000.00
Rp711,475,72100
Rp30,833,700.00
Rp3,242,500.00

[Rpl,772,233,962.00)

RpS7,770,000.00
[Rp31,820,000.00)
Rp0.00
Rp2,041859,346.00
Rp2,247,299 84600
Rp4,156,076.00
Rp4,156,076.00
[Rpl821,143,466.00)
Rp4,064,287,236.00
Rp2,243,143,770.00
Rp2,247,299,846.00

42




MODUL PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH BARBASIS APLIKASI

Gambar31 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan
Untuk pericde dari Tanggal sampai
Anggaran Pelaks Angs Selizsih
Pendapatan LRA
Pe ndapatan Asi Deerah
Pendapatan Pajak Deerah RpE0,000,000 Rpl 5,000,000 Rpd 5,000,000 25.00%
Fe ndapatan Retribusi Deerah RpD ReD RpD 0.00%
Pendapatan Hasil Pengeloiaan Kzkayaan Doerah ¥z Dipshi RpD RpD RpD 0.00%
Lain-Lain PAD yang Zah RpD RpD RpD 0005
RpE0U000,000 Rp 15,000,000 Ryp5,000,000 25.00%|
Pe ndapatan Transfr
Pe ndapatsn Transfer Pempus- Dena Perimbangan RpD Rpd Rpd 0005
P ndapatan Transfer Pempus Lainnya RpD RpD RpD 0.00%
Pe ndapatan Transfer Pemda Lainnya RpD RpD RpD 0005
Eantusin Keusngan RpD RpD Rpd 000
RpD RpD RpD 0003
Lain-Lain Pendapatan Dasrah yang Sah
Pendapatan Hibah RpD RpD RpD 0005
Dara Darurst RpD ReD AeD 0L00%
P ndapatan Lainnya RpD RpD RpD 0005
RpD RpD RpD 0003
Jumizh Pendapatan RpE0,000,000 Rp15.000.000 Rpd5,000,000 25.00%
Belanja
Eelanja Operasi
T p— Rpl EFSEERIIL | RplET7I7IFEE | [Rpl0LEE43515) 103, 54%
Eelaniz Earang dan lass RpZ 388284543 RpEF7.263,500 (Rpl.521021043 36.58%
E=lanja Eunga RpD RpD RpD 0005
Belanja Subsid RpD RpD RpD 0.00%
E=lanja Hibah RpD RpD RpD 0005
Eelanja BantusinSosil RpD RpD RpD 0005
Rp5.273573.764 | Rp3BS4637.236 |Rpl 418336528 73.09%
Eelanja Modal
E=lanja Modal Tanah Rp204,000,000 Rp102,600,000 Rp24, 400,000 53.73%
Eelanja Modal Peralatan dan Masin RpZ. 400,000 Rp2 400,000 RpD 100.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp737.687.500 RpD Rp737,6687.500 0.00%
Ealzanjz Modal lalan, Iizas dan lafingan RpD ReD AeD 0L00%
Eelanja Modal Aset Tetap Lainnya RpD RpD RpD 0005
Eelanja Modal Aset Tak Berwnsjud Rp35.000,000 RpD Rp35,000,000 0005
RpS75,087,500 RpliZ, 000000 | RpBE7.0F7,500 1149%
|Behnj: Tak Tardues
|B-=hnj= Tak Terduza RpD RpD RpD 0005
RpD RpD RpD 0003
Jumiah Exlana Rp6.253,061,264 | RpE3966.637.236 |Rp2,256.424028 EL-u%|
ITmrEEr Bagi Hasl Pendapatan
Trarnefer Baxi Hosl Pajak Doarsh Rpd00 Rp0.00 Rp000 Rp0.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp0.0D RpO.OD Rp0.OD Rp0.OD
Rp0.0D RpOUOD RpD.0D 0003
ITm nsfer Bantuan ke vangan
Transfer Bantuan K= uanean ke Pemds RplL00 RplL0D Rp0.0D RplL0D
Transfer Bantuan Kauangan ke Dess Rp0.0D RpO.OD Rp0.OD Rp0.OD
Transfer Bantuan K2uangan Lainnya Rp0.0D RpD.0D Rp0L0D RpD.0D
Mrarster Dana Dtoncmi Mhuss Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00
Rp0.0D RpOUOD RpD.0D 0003
JumbhTransker Rp0.0D RpOUOD RpD.0D 0003
Ssurplus [Defisit) | (Rp6.193,061,264) |Rp3,951 637,236) |[Rp2,241 424,028} |
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Gambar32 LRA Berdasar Program

Laporan Realisasi Anggaran Berdasar Program
Dinas Kesehatan
Untuk pericde dari Tangeal sampai
Anggaran Pelaks Angg Selisih
Pendapatan LRA
00 Anggersn Pends patsn RpE0, D0, D00 Rp 15, D00, D00 R pd 5,000, 00D 25.00%
411 Pendapatan Pajak Daersh RpE0, D0, D00 Rp 15, D00, D00 R pd 5,000, 00D 25.00%
41111 Rp2 5,000,000 RpD Rp2 5,000,000 0.00%
41112 Fajak Air Tanah - LRA Rp35.0D0,000 Rpl5.0D0 000 Rp20.000 000 42 B
Jumilsh Penda pstan RpE0, D0, D00 Rp 15,000,000 Rp45,000,000 25.00%
Belanjz

Bedai njs Tidak Langzung Rp2 B75EED 221  Rp2 M1 EAETIE Rpl34 040 485 §95.34%
511 Rp2 B75EED 221  Rp2 M1 EAETIE Rpl34 040 485 §95.34%
511010 Belanga Pezawai Gaji Rp2. 27451500  Rp2.183.737 780 RpB1 177,260 2E.43%
511010 Belanja Pezzwai Tunfanzan Kelwnss Rp213 242 410 Rplod 712,720 RplS 230 880 S101%
511010 Belanja Pezzwai Tunfanzanlabotan RplER 435000 RplS4 245000 Rpld, 150,000 91 58%
511010 Belanga PeEzwai TunjangniFunes onal Lmom RpB0 412,000 Rpd 2. 260,000 RpE 152,000 B5 BE%
511010 Belanja Pegawai Tunfangan Beras RplDE312 560 RplD1 &77.680 Rpd 834 BED 95.64%
511010 Belanja Pegawai Tunjangan PPHTunEngan Khus Rp2 726213 RpG 223,682 Rp2.B0Z, 381 TL3E%
511010 Rp35E14 Rp30.082 Rp5.775 B3.B8%
511012  huran Jaminan Kecelhian Kega Rp5.458.726 Rpd 457.576 RpS61.820 B2.38%
B11012  lwan Jaminan Kematian Rpl& 375388 Rpl3. 453,505 Rp2 BES 47T B2 38%
Program Per encsnes n Tets Rusng Rpl, 1B7, 005, 000 Rp201, 706, 00D RpS8S5, 200, 00D 1699%
512 Beda njs Bawrs ng disn Jasa Rpo80, 605, DO Rp2D1, 7DE DO Rp77E 8O0 00D 20.57%
51201 EBelunja Bahan Palkai Habis Rp7 1,700,000 Rpl0.0D0 000 RpE1, 700,000 13.95%
51203 Belnjz Jas Kanbor Rp53,500,000 RpD Rp53.500,000 000%
51206 Belanja Oetak dan Pengza ndaan Rypd) 100,000 Rpl7. 500000 Rp2 2, 200,000 44 64%
51207 Belanfa Sewa RumahGedung Gudang Pa rir Rp7, 500000 Rp5, 000000 Rp2, 300000 EEE%
51208 Belanja Sewa Sarana Mobifitas Rp140,650,000 RpD Rp140.650,000 0.00%
51211 EBelnj Mabenan dn Mnoman Rpli7.130.000 Rp30, 180,000 Rpl&, 250,000 25.77%
51217 Eelanjs las Konsmultansi Rp321,000,000 Rpl12 376000 Rp201 624000 37.19%
51723 Belanja kurses, peltihan, sosfiss @ nbimbing Rp10E, 500000 RplE 250,000 Rp=0 250,000 1682%
3125 Rp2 8 250,000 Rpl 000000 Rp27. 250,000 3.54%
326 Honorarium NonPNE RpS2,27 5,000 RpD RpS2, 275,000 0,00
521 Bedainjs Modal Tansh Rp20u, D0, DO RpDi Rp20, 000, DOD 0003
32103 Belnj modal Pengedaan Tansh Perdebunan Rp204, 000,000 RpD Rp204,000.000 0005
522 Bedainjs Modal Perslbata noden Mesin Rp2, 00, D0 RpD Rp2Z 400, D00 0.00%:
32213 Belania modsl Pengadaan Alat Pemeliharzzn Tans Rp2. 400000 RpD Rp2. 400,000 0005
Program Pengensdadian Peme ndssts n Rusng Rpl 122 954,543 Rpd73, 482 500 Rp6d5 517,043 42 6%
512 Bedainjs Barang dan Jasa Rpl 122 954, 543 Rpd73 4E2 50O RpE45, 517,043 42 163%
51201  Belanja Bahan Palkai Habis RplEd.230,143 Rp35 200,000 Rpi25.730,143 23.77%
51203  Belani Ja= Kantor Rp 108 B00 000 RpS2,BS0,000 Rp55.950,000 48 58%
5120 Belanjz Premi Asurans Rp23, 100,000 RpD Rp23, 100,000 0,008
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.... Lanjutan LRA

Anggaran Pelaks Angg Selisih
51219 Belanja las Konsultansi Rp2E6E BO0000 Rp157.767.500 Rpl11082 500 SE &%
51223 Belanfa kurmes pelatihan, sosElisas danbimbinga RpB, 000, 00D RpE7. 000, 000 { RS, 000, OOy 1087.50%:
51225 Honorarium PNS RpE. 000000 Rpl2, 650,000 {RpE. 550,000 210.83%
04 Program Pelsyanen Administrss Perks ntoran RpL 067,367, 500 RpD Rpl 067,367 500 L00%
512 el i B e gy i Jimemm Fep 20, GE0, DD Rpd Rep20, BB, DD LR
51202 Belanja Bahan/Materia Rpd0 000,000 RpD RpdD OD0, 000 0.00%
51205 Belanf Perswatan Kendasan Bermotor RplE5 680000 Rpd RplES 580000 000
51220 Belnja Barang Untuk Dis=chian emd Magam Ryp50. 000, 000 Rpd Ryp5e0. OO0, 000 QU005
51226 Honorarium NonPNS Rp2 5,000,000 RpD Rp2 5,000,000 0.00%
523 Bedainjs Modal Gedung dan Bangunan Rp 737,687, 500 RpD Rp737,EB7, 500 0%
52327 Belnja Modal Perslatan dan Mesin- Pengadaand Rp57. 000000 Rpd RpS7. 000000 LR
52328 Belnfa Modal Perlatan dan Mesin- Pengadaand Rpl51. 537,500 Rpd Rpl51.537.500 LR
52329 Belnf Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan K RplRE 250000 Rpd RplRE 250000 QU005
52331 Eeknja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaand Rp12 500000 Rpd Rp12E 500000 QU003
52389 Belnja Modal dsst Tetaplainnya - Pengadaanis Rp21d, 400000 Rpd Rp21ad, 400000 QU005
526 Bedainjs Modal Acet Tak Berweujud Rp3:5, D0, D00 RpD R p3:5, D0:D, 00D L00%
52801 EBelnja Modal Aset Tak Bereujud Merk Rp35. 000000 Rpd Rp35. 000000 LR
Jumilsh Belsnjs RpE,253061,264 Rp3 416837236 Rp2B36224028 S4.64%
Transfer
Surplus |Defisit) |Rp6,153,061,264) Rp3851,637,236) (Rp2241,424, 02E)
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